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Tujuan penilitian ini adalah untuk mengetahui praktik gadai yang biasa 
dilakukan oleh pelaku di Desa Tobai Barat, ingin mendalami pemanfaatan barang 
gadai (tanah) yang sudah menjadi kebiasaan pelaku di Desa Tobai Barat serta 
ingin mendalami dampak dari pemanfaatan barang gadai (tanah) dalam 
meningkatkan ekonomi pelaku yang melakukan transaksi gadai tanah di Desa 
Tobai Barat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, yaitu suatu 
penelitian sebuah metode yang digunakan peneliti untuk menemukan pengetahuan 
atau teori pada penelitian pada satu waktu tertentu. 
Teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Hasil penilitan menunjukan bahwa praktk gadai yang dijalankan 
memang cukup bagus dengan hampir tidak ada perbedaan dengan konsensus para 
ulama dalam berbagai literaturnya. Adapun pemanfaatan tanah yang dijadikan 
sebagai obyek barang gadai, masyarakat atau pelaku gadai di Desa Tobai Barat 
dengan melakukan penggarapan yang sekiranya dapat menghasilkan tambahan 
pendapatan. Sedangkan dampak dari pemanfaatan tanah gadai dalam 
meningkatkan ekonomi pelaku gadai lebih didominasi oleh penerima gadai saja, 
dimana mereka mempuyai kekuasaan penuh terhadap tanah gadai tersebut. 
Sedangkan pihak penggadai tanah tidak semua bisa menikmati hasil dari 
pemanfaatan tanah tersebut. Hal ini karena sudah dianggap menjadi kebiasaan 
masyarakat ketika menjalankan transaksi gadai. Tokoh agama, tokoh masyarakat 
dan pemerintah masih kurang ikut andil memperbaiki kesalahpahaman gadai di 
Desa Tobai Barat dalam menjalankan gadai terutama tentang sistem bagi hasilnya. 
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 PENDAHULUAN  
 
A. Latar Belakang Masalah 
Perkembangan perekonomian dan dunia bisnis selalu diikuti oleh 
perkembangan kebutuhan akan modal usaha dan pemberian fasilitas tambahan 
modal usaha yang selalu memerlukan jaminan, dimana hal ini dilakukan demi 
keamanan pemberian penambahan modal tersebut dalam arti piutang yang 
terjamin dengan adanya jaminan, inilah yang mendasari pentingnya lembaga 
jaminan. Bentuk lembaga jaminan, sebagian besar mempunyai ciri-ciri 
internasional yang dikenal hampir di semua negara dan perundang-undangan 
modern, yaitu bersifat menunjang perkembangan ekonomi dan perkreditan 
serta memenuhi kebutuhan masyarakat akan fasilitas modal.1 
Dalam realitas sosial ekonomi, masyarakat kerap dihadapkan dengan 
kesulitan dana yang dibutuhkan untuk menghadapi kehidupan. Salah satu cara 
untuk menutupi kesulitan hidup masyarakat adalah dengan menggadaikan 
barang-barang berharga, baik tanah, rumah, emas, maupun harta lainnya.  
Gadai termasuk salah satu tipe perjanjian hutang-piutang. Untuk 
menjamin adanya unsur kepercayaan dari pihak kreditur terhadap pihak 
debitur, maka diperlukannya ada barang yang digadaikan sebagai jaminan 
                                                             
1 Pamonaran Manahaar, “Implementasi Gadai Syariah (Rahn) Untuk Menunjang Perekonomian 
Masyarakat Di Indonesia”, Dialogia Luridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi, Vol. 10,  No. 
2, (April 2019), 98.  
 



































terhadap hutang atau pinjaman tersebut dan bukan untuk mencari 
keuntungan.2 
Praktik Gadai Tanah di Desa Tobai Barat Kecamatan Sokobanah 
Kabupaten Sampang sudah menjadi kebiasaan masyarakat yang 
berpenghasilan rendah. Praktik gadai di Desa Tobai Barat dilakukan secara 
lisan atas saling percaya dengan sikap tolong-menolong sampai batas waktu 
yang ditentukan atau dalam waktu yang dikondisikan secara bersama. Bahkan 
peminjam uang biasanya ada yang meminta tambahan uang lagi di tengah 
berlangsungnya akad gadai jika dirinya masih merasa sangat membutuhkan 
biaya kebutuhannya.  
Tanah yang digadaikan merupakan barang jaminan untuk melunasi 
hutang. Sistem pelakasanaan gadai di Desa Tobai Barat pada umumnya 
penggadai (rahin) mendatangi penerima gadai (murtahin) untuk meminjam 
uang guna memenuhi kebutuhan dengan tanah/sawah sebagai barang jaminan. 
hak penguasaan/pemanfaatan tanah/syawah berada di tangan penerima gadai 
(murtahin) sampai pelunasan hutang oleh penggadai. 
Dalam praktiknya,  pelaku gadai ini ada yang memberi batasan waktu 
dan ada juga yang tidak memberi batasan. Namun akadnya akan berakhir 
ketika penggadai (rahin) membayar utang sesuai jumlah uang yang dipinjam.3 
Mereka lebih sering menggadaikan tanhnya kepada sesama masyarakat karena 
lembaga jarak keuangan yang lumayan jauh, apalagi  di lembaga keuangan 
                                                             
2 Ismail Nawai, “Ekonomi Kelembagaan Syariah, Dalam Pusaran Perekonomian Global Sebuah 
Tuntutan Dan Realitas”, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2009), 134. 
3 H. Moh. Nasirudin, Wawancara, Tobai Barat Sokobanah Sampang, 8 Januari 2020. 
 



































prosesnya memerlukan waktu yang relatif lebih lama dengan persyaratan yang 
lebih rumit.4 
Praktik gadai tanah masyarakat Desa Tobai Barat sudah berlangsung 
lama.Ada warga yang akan berhutang uang tunai misalnya Rp10 juta dengan 
jaminan tanah seluas 2 hektar. Luas tanah yang digadaikan tidak melihat 
besar-kecilnya dana yang dipinjam (marhun bih) bahkan dalam praktiknya 
rahin bisa meminta dana tambahan kepada murtahin, sebab praktik gadai di 
Desa Tobai Barat memang dikenal sebagai unsur tolong menolong (baik rahin 
dan murtahin) sebab baik penggadai dan penerima gadai akan sama-sama 
mendapatkan keuntungan dari praktik gadai tersebut. Dimana pihak penggadai 
akan mendapatkan dana yang diperoleh dari penerima gadai. Sedangkan pihak 
penerima gadai akan mendapat keuntungan sebagai pemegang hak tanah yang 
dijadikan sebagai jaminan tersebut. 
Untuk memenuhi peningkatan secara  ekonomi, penerima gadai yang 
bertindak sebagai pemegang barang jaminan tidak membiarkan tanah tersebut 
diam tidak berfungsi. Tetapi pihak penerima gadai menggarap dan 
menfungsikan tanah tersebut. Pemanfaatan barang gadai yang dilakukan oleh 
penerima gadai, seolah memberikan tanda akan meningkatnya pendapatan 
ekonomi kedua pelaku akad gadai tersebut. Dengan demikian, ekonomi pelaku 
akad gadai akan mengalami peningkatan dengan menjalankan akad gadai 
tesebut. Maka hubungan antara pemanfaatan tanah dengan peningkatan 
ekonomi masyarakat ini mengacu pada akad gadai itu sendiri. Dengan artian, 
                                                             
4Ust. Ridhoi, Wawancara, Tobai Barat Sokobanah Sampang, 07 Januari 2020. 
 



































penggadai tanah akan mendapatkan dana yang diperlukan untuk memenuhi 
kebutuhannya, baik yang bersifat konsumtif maupun yang bersifat produktif. 
Setelah itu penggadai tanah akan menikmati hasil pemanfaatan barang gadai 
yang telah digarap oleh pihak penerima gadai. Sedangkan pihak penerima 
gadai juga akan mendapatkan dua keuntungan secara ekonomi, sebab selain 
dana yang dipinjamkan kepada penggadai akan kembali dengan utuh, dia juga 
ikut menikmati hasil dari pemanfaatan barang gadai yang digarapnya. Hal itu 
karena dalam ketentuan akad gadaimengharuskan hasil dari pemanfaatan 
barang jaminandibagi dua antaa penggadai dan penerima gadai. Hanya saja 
dalam pelaksanaanya ketentuan ini masih kurang maksimal dan cendrung 
bersifat individualistik. Dimana hasil dari pemanfaatan barang gadai ini lebih 
banya dinikamati oleh pihak murtahin. Selain itudalam pemanfaatan tanah 
jaminan murtahin tidak minta ijin kepada rahin (pemilik tanah) terlebih 
dahulu.Namun demikian rahin (pemilik tanah) tidak mempermasalahkan 
kejadian tersebut. Karena menurutnya pihak murtahin sudah menolong 
kebutuhannya dengan memberikan pinjaman uang kepadanya.5 
Ada banyak alasan mengapa mereka menggadaikan tanahnya kepada 
masyarakat sesama, diantaranya adalah, untuk memenuhi kebutuhan, menjaga 
kondisi dan kualitas tanah agar tetap dalam keadaan baik dan subur, walaupun 
mayoritas tanah belum sertifikat.  
Selain alasan itu kerena di Desa Tobai barat masih belum ada lembaga 
keuangan yang menjadi wadah praktik gadai sebagai acuan bagi masyarakat. 
                                                             
5Abdul Wafar, Wawancara, Tobai Barat Sokobanah Sampang, 8 Januari 2020. 
 



































Namun demikian lembaga keuangan syariah sudah beroperasi di salah satu 
Desa di kecamatan Sokobanah, yaitu Desa Tamberu Barat dan Desa 
Sokobanah Daya. Hanya saja masyarakat lebih memilih menggadaikan 
tanahnya kepada sesama masyarakat. Dengan alasan, lembaga keuangan 
masih terbilang jauh dari lokasi masyakat, sehingga mereka lebih memilih 
untuk menggadaikan tanahnya kepada masyakat di sekitar tempat tinggalnya. 
Selain itu lembaga keuangan masih dinilai jarang sekali merima jaminan yang 
berupa tanah, lembaga tersebut lebih banyak memberikan pembiayaan dengan 
jaminan emas dan BPKB saja. sehingga masyarakat setempat tetap 
menggadaikan tanahnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan 
jaminan berupa tanah kepada sesama masyarakat.6 
Praktik gadai yang biasanya dilakukan masyarakat berpengasilan rendah 
atau kategori miskin ini disebut Kentta sudah terjadi selama abad 19 dan abad 
20 paruh pertama. Sifatnya primitif karena dilakukan warga desa yang miskin. 
Bagi Kentta, bentuk gadai (pawn) membutuhkankekayaan materi, yang 
mungkin mengecualikan yang termiskin, namun tidak terbatas pada pekerja 
miskin atau kelas pekerja, karena digunakan juga oleh kelas menengah. Untuk 
itu, dia menyatakan bahwa gadai ini adalah saluran kredit yang unggul untuk 
orang miskin.7 
Penelitian Ibrahim tentang “Gala dan Rahn: Analisis Korelasi dari 
Perspektif Ekonomi Islam”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa praktik 
                                                             
6K.H. Abd. Rozak, Wawancara, Tobai Barat Sokobanah Sampang, 8 Januari 2020. 
7Tony Kentta, “Pawning In Everyday Life”, Essay Candidat P.Hd, Economic History Uppsala 
University. An Exploratory Study Of Pawning At Boras Pawnshop, 2012, 1, Lihat, Bouman, 
F.J.A. And Houtman, R., “Pawnbroking As An Instrument Of Rural Banking In The Third 
World”, Jurnaleconomic Development And Cultural Change, Vol. 37, No. 1, (Oct. 1988), 75. 
 



































Gala yang dipraktikkan masyarakat Aceh pada dasarnya relevan dengan 
skema rahn (gadai), akan tetapi pada tahap implementasi masih sarat dengan 
unsur riba dimana balanced-economy tidak terjadi. Hal ini terlihat dari adanya 
pengambilan manfaat oleh pihak tertentu yang mengakibatkan tertindasnya 
satu pihak oleh pihak lainnya. Dalam ekonomi Islam, konsep dasar gadai 
adalah tolong menolong sehingga tidak dihalalkan mengambil manfaat 
sebagai efek dari tolong menolong tadi. Pengambilan manfaat ini dapat 
menjerumuskan transaksi tersebut ke dalam riba.8 
Kaniman yang meneliti tentang “Analisis Pelaksanaan Gadai Syari’ah 
Dengan Objek Tanah Produktif di BPRS Amanah Rabbaniyah Banjaran 
Menurut Pespektif Imam Syafi’i”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 
pelaksanaan gadai syari’ah dengan objek tanah produktif pada PT BPRS 
Amanah Rabbaniyah Banjaran disebutkan bahwa selama kontrak gadai 
berlangsung, pihak BPRS Amanah Rabbaniyah Banjaran tidak menjual tetapi 
menguasai pengelolaan tanah/sawah sebagai objek (barang jaminan) gadai. 
Dan pelaksanaan akad gadai dengan pemanfaatan barang gadai yang 
dilakukan oleh pihak BPRS Amanah Rabbaniyah setelah kontrak gadai 
selesai, hal ini bertentangan atau tidak sesuai dengan perspektif pegadaian 
menurut Imam Syafi’i.9Penelitian lainnya seperti Sofhian dan Dilo10,  Abdul 
Mutalib11, Lastuti Abubakar12, Hisham et. al13, Putra14, 
                                                             
8 Azharsyah Ibrahim, “Gala Dan Rahn: Analisis Korelasi Dari Perspektif Ekonomi Islam”. Jurnal 
Share, Vol. 1, No. 1, (Januari-Juni 2012), 44. 
9 Desi Kaniman, “Analisis Pelaksanaan Gadai Syari’ah Dengan Objek Tanah Produktif Di BPRS 
Amanah Rabbaniyah Banjaran Menurut Pespektif Imam Syafi’i”, Prosiding Perbankan Dan 
Keuangan Syari’ah, ISSN: 2460-2159, Vol. 1, No. 2, (Tahun 2015), 14. 
 



































Dalam literatur Fiqh, Gadai (ar-Rahn) diartikan dengan menjadikan 
barang sebagai jaminan dari hutang, sebagai pengganti jika hutang tersebut 
tidak bisa dibayar.15 Dasar Pegadaian adalah firman Allah Ta’ala:  
نۡ  َتَُِدواْ َكاِتب ۡ  َولَ  ۡ  َعَلٰى َسَفر ۡ  َوِإن ُكنُتم ۡ  بُوَضةۡ  مَّق ۡ  ا َفرِهَٰ دِ  يُ ؤَ ۡ  ا َفلۡ  ضۡ  ُضُكم َبعۡ  أَِمَن َبع ۡ  فَِإن ۡ 
نَ َتهُ ۡ  ٱلَِّذي ٱؤ َدةَ ۡ  َوََل َتك ۥۗيَ تَِّق ٱَّللََّ رَبَّهُ ۡ  َول ۥُتَُِن أَمَٰ َوٱَّللَُّ ِبَا  ۥۗبُهُ ۡ  َقل ۡ  َءاثِ  ۥَٓها فَِإنَّهُ ۡ  تُ ۡ  َوَمن َيك ۡ  ُُتُوْا ٱلشَّهَٰ
  ٢٨٣ ۡ  َمُلوَن َعِليمۡ  َتع
 “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) 
sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang 
tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian 
kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu 
menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah 
Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan 
barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang 
yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. 
 
Dalil dari as-sunnah adalah hadist dari jalur Aisyah Ra, bahwasanya ia 
berkata: 
الْ ح   ْهن  و  اِهْيم  الرَّ ُش ق ال  ت ذ اك ْرن ا ِعْند  اِْبر  دَّث ن ا اْْل ْغم  اِحدُ ح  دَّث ن ا ع ْبدُاْلو  ق بِْيل  فِْي دَّث ن ا ُمس دَّدُ ح 
دَّث ن  اِهْيُم ح  ا أ نَّ النَّبِيَّ صلى هللا عليه وسلم السَّل ِف ف ق ال  اِْبر  ِضي  هللاُ ع ْنه  دُ ع ْن ع ائِش ة  ر  ْسو 
ا اْْل 
ه ن هُ ِدْرع هُ  ر  ٍل و  ى ِمْن ي ُهْوِديَّ ط ع اًما اِلى  أ ج   اِْشت ر 
“Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan 
kepada kami 'Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami Al A'masy 
                                                                                                                                                                       
10 Sofhian Dan Dilo, “Tradisi Pohulo’o Gorontalo Dalam Tinjaun Fiqh”, Jurnal El Harakah, 
Vol.15, No.1, (Tahun 2013), 14. 
11 Abdul Muttalib, “Implikasi Gadai Syari’ah  Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kota Praya 
(Studi Kasus Di Pegadaian Syari’ah Cabang Praya)., Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME), 
Vol. 2, No. 2, (Oktober 2016), 14 
12 Lastuti Abubakar, “Pranata Gadai Sebagai Alternatif Pembiayaan Berbasis Kekuatan Sendiri 
(Gagasan Pembentukan UU Pergadaian), Jurnal Mimar Hukum,Vol. 24, No. 1, (Februari 2012), 1-
186. 
13 Hisyam Sabri Et.Al, The Concept And Challenges Of Islamic Pawn Broking (Ar-Rahnu)., 
Middle-East Journal Of Scientific Research (Research In Contemporary Islamic Finance And 
Wealth Management): 98-102, 2013; Faculty Of Economics And Muamalat, Universiti Sains 
Islam Malaysia, Bandar Baru Nilai, Negeri Sembilan, Malaysia. 
14 Ilham Yudha Putra, Kurniawarman; Irzal Rias,Putri Gemala Sari, “Heritage Land Pawn 
Agreement In Nagari Koto Tangah, West Sumatera Province, Indonesia”., International Journal 
Of Multicultural And Multireligious Understanding (IJMMU), Vol. 6, No. 3, (June 2019), 720-
727. 
15Al Khotib Asy Syarbini, “Mughni Al Muhtaj”, Juz 3, (Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyah), 38., 
Lihat, Fatma, Pemanfaatan Barang Gadai, IQRA : Jurnal Ilmu Kependidikan & Keislaman, Vol. 2, 
No. 1, (Desember 2018), 56. 
 



































berkata; kami menceritakan di hadapan Ibrahim tentang masalah gadai dan 
pembayaran tunda dalam jual beli. Maka Ibrahim berkata; telah menceritakan 
kepada kami Al Aswad dari 'Aisyah radliallahu 'anha bahwa Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan 
pembayaran tunda sampai waktu yang ditentukan, dan beliau menggadaikan 
(menjaminkan) baju besi nya". (H.R. Bukhari, No 23269) 16 
 
Sedangkan mayoritas ulama mengatakan penerima gadai boleh 
mengambil manfaat dari barang gadai bila sudah diizinkan oleh penggadai, 
dengan catatan hendaknya hal tersebut tidak disyaratkan dalam akad. Syari’at 
Islam dalam masalah gadai pada prinsipnya adalah untuk kepentingan sosial, 
yang ditonjolkan adalah nilai sosialnya. Tetapi dipihak lain pada kenyataannya 
atau prakteknya tidak demikian halnya, karena dinilai tidak adil.17 Sementara 
diantara para ulama terdapat dua pendapat, jumhur ulama selain Syafi’iyah 
melarang orang yang menggadaikan untuk memanfaatkan barang gadai, 
sedangkan ulama Syafi’iyah membolehkannya sejauh tidak memudharatkan 
pemegang gadai.18 
Sangat penting ketika barang gadai itu digunakan untuk memenuhi 
kebutuhan dan ketahanan pangan saat ini dan di masa depan serta dapat 
mengurangi angka kemiskinan ketika barang gadai itu di praktekan secara 
maksimal dari produksi pertaniannya.19 
                                                             
16Fatma, Pemanfaatan Barang Gadai, IQRA: Jurnal Ilmu Kependidikan & Keislaman, Vol. 2, No. 
1, (Desember 2018), 56. 
17Ibid,57. 
18Ibid, 56. 
19Aaron M. Shewalvaro Durand-Moratben Putmanlawton L. Nalleyaniruddha Ghos. “Beras 
Intensifikasi Di Bangladesh Meningkatkan Ekonomi Dan Environmental Welfare, Intensi 
Pertanian Berkelanjutan Fikasi (SAI) Praktek-Praktek Dapat Membantu  Memenuhi Kebutuhan 
Saat Ini, Manajemen Pertanian Dikumpulkan Dari Survei Sistem Penghidupan Bangladesh. 
Sebuah Model Perdagangan Ekuilibrium Parsial Ekonomi Beras Global Dilaksanakan Dampak 
Perdagangan Toestimate, Harga Effects, Dan Produser Dan Kesejahteraan Konsumen Perubahan 
Dari Instensi Beras Digunakan Untuk Memperkirakan Dampak Lingkungan Dari Keduanya 
Intensif Dan Sistem Beras Tradisional. Hasil-Hasil Ini Menunjukkan Pentingnya Mempromosikan 
 



































Persoalangadai barang atau tanah pada masyarakat di desa Tobai Barat 
Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang yang sudah diurai dengan segala 
dinamikanya menjadi penting untuk diteliti.  
Dari paparan latar belakang, memberikan gambaran awal bagi peneliti 
untuk lebih detail meneliti dan mencari solusi tentangpemanfaatan barang 
gadai terutama gadai tanah yang direlevansikan dengan peningkatan ekonomi 
masyarakat di desa Tobai barat kecamatan Sokobanah kabupaten Sampang. 
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 
1. Identifikasi Masalah 
a. Masyarakat Desa Tobai Barat kecamatan Sokobanah Kabupaten 
Sampang masih melakukakan praktek gadai tanah untuk memenuhi 
kebutuhan yang bersifat konsumtif dan produktif.. 
b. Pemanfaatan barang gadai (tanah) oleh pihak penerima gadai yang 
dilakukan, tidak disertai ijin yang konkrit dari pemilik tanah. 
c. Rahin dan murtahin masih belum sepenuhnya memahami tentang bagi 
hasil pemanfaatanmarhun (tanah) sehingga pembagiannya masih 
kurang maksimal. 
d. Praktik gadai yang dilakukan ada yang diberi batas waktu ada juga 
yang tidak diberi batasan. Artinya kedua pihak (rahin dan murtahin) 
saling memahami keadaan mereka karena didasari sifat tolong 
menolong. 
                                                                                                                                                                       
Peningkatan Adopsi Teknologi Benih Dan Musim Beras Sebagai Jalur Utama Untuk Mengatasi 
Kerawanan Pangan Dan Mengurangi Dampak Lingkungan Dari Pertanian, Environmental Science 
And Policy 95 (2019) 45. 
 



































e. Desa Tobai Barat masih belum ada lembaga keuangan, sehingga 
masyarakat menggadaikan tanahnya kepada sesama masyarakat. 
f. Mayoritas tanah di Desa Tobai Barat masih belum mempunyai 
sertifikat, sehingga sulit dijadikan sebagai banrang jaminan kepada 
lembaga keuangannon-bank seperti pegadaian. 
g. Masyarakat lebih tertarik menggadaikan tanahnya kepada sesama 
masyarakat (non lembaga keuangan) yang lain dengan alasan, 
mendapatkan modal lebih mudah dan lebih gampang, menjaga kualitas 
tanah dan menjaga hubungan persaudaraan. 
2. Batasan Masalah 
Untuk memelihara kosistensi, fokus dan terarah pada penelitian ini, 
maka peneliti membatasi ruang lingkup penelitian ini hanya pada praktik  
gadai tanah, pemanfaatan tanah dan dampak pemanfaatan gadai tanah 
dalam peningkatan ekonomi pelaku gadai di Desa Tobai Barat Kecamatan 
Sokobanah Kabupaten Sampang. 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat di diambil 
rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana praktik gadai tanah di Desa Tobai Barat ? 
2. Bagaimana pemanfaatan gadai tanah oleh penerima gadai ? 
3. Bagaimana dampak pemanfaatan barang gadai tanah dalam peningkatan 
ekonomi pelaku gadai ? 
 
 



































D. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:  
1. Untuk memahami praktik gadai tanah di Desa Tobai Barat Kecamatan 
Sokobanah Kabupaten Sampang. 
2. Untuk memahami pemanfaatan barang gadai tanah oleh penerima gadai ? 
3. Untuk memahami dampak pemanfaatan barang gadai dalam peningkatan 
ekonomi pelaku gadai ? 
E. Kegunaan Penelitian 
1. Kegunaan Teoritis 
Secara akademik, penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi 
salah satu referensi atau rujukan bagi para akademisi dalam rangka 
pengembangan keilmuan terkait dengan permasalahan gadai dan 
relevansinya dengan ekonomi masyarakat. 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong penelitian lain 
untuk melakukan studi lanjutan atau studi komparatif pengelolaan dan 
pemanfaatan barang gadai dalam kaitannya dengan kondisi perekonomian 
masyarakat atau pelaku gadai tanah. Hal ini dapat menambah 
perbendaharaan hasil kajian empirik dan memberikan kerangka teori untuk 
menjelaskan pemanfaatan barang gadai terhadap peningkatan  ekonomi 
pelaku gadai. 
Selain itu hasil studi ini akan berguna terutama dalam konteks 
pengayaan studi di bidang ekonomi syariah. Selain itu, penelitian ini juga 
akan menunjukkan manfaat penggunaan multidisiplin ilmu terutama 
 



































ekonomi syariah dalam memecahkan permasalahan kemasyarakatan dan 
keagamaan. Ekonomi syariah sebagai disiplin ilmu yang baru membuka 
ruang yang luas untuk pengembangan keilmuan dan mampu menyentuh 
pada studi ekonomi syariah, sehingga ekonomi Islam tidak sekedar kajian 
tentang doktrin saja. Tetapi juga disiplin ilmu yang akan dilibatkan antara 
lain sejarah, sosiologi, dan ekonomi syariah. 
Studi kualitatif ekonomi syariah didominasi kajian pendekatan 
sejarah, sosiologi ekonomi dan ekonomi Islam, Penelitian ini berusaha 
menawarkan dalam praktik dan pemanfaatan barang gadai yang tepat 
sasaran dan dapat memberdayakan masyarakat terutama kaum miskin, 
berpenghasilan rendah sekaligus memperkaya kajian dengan pendekatan 
ilmu-ilmu ekonomi Islam terutama dalam kaitanya dengan gadai. 
2. Kegunaan Praktis 
Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
pemahaman kepada masyarakat, bahwa praktik gadai bukan saja berfungsi 
sebagai jaminan, tapi juga difungsikan untuk peningkatan ekonomi bagi 
masyarakat khususnya. Hasil penelitian ini nantinya dapat dijadikan 
rujukan dalam pengambilan kebijakan terkait dengan pengeloaan dan 
pemanfaatan barang gadai untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. 
F. Kerangka Teoritik 
Untuk mempermudah dalam penelitian ini, setidaknya ada tiga teori yang 
dipakai. Ketiga teori tersebut adalah; 
 
 



































1. Gadai (Rahn) 
Jadi, ar-Rahn adalah semacam jaminan utang atau lebih dikenal dengan 
istilah gadai. Berdasarkan hukum Islam, penggadaian merupakan suatu 
tanggungan atas utang yang dilakukan apabila pengutang gagal menunaikan 
kewajibannya dan semua barang yang pantas sebagai barang dagangan dapat 
dijadikan jaminan. Barang jaminan itu baru boleh dijual/dihargai apabila 
dalam waktu yang disetujui kedua belah pihak, utang tidak dapat dilunasi 
oleh pihak yang berutang. Oleh sebab itu, hak pemberi piutang hanya terkait 
dengan barang jaminan, apabila orang yang berutang tidak mampu melunasi 
utangnya.20 
Adapun pemanfaatan barang gadai seiring dengan perkembangan 
zaman dan maraknya lembaga keuangan praktik gadai yang sesuai dengan 
syariah mulai dilakukan. Praktik gadai syariah atau yang disebut rahn ini 
sangat menekankan tidak adanya pengenaan riba atau pungutan bunga atas 
pinjaman yang diberikan. Praktik ini dimulai pertama kali berdasarkan atas 
perjanjian musyarakah dengan sistem bagi hasil antara Perum Pegadaian 
dengan Bank Muamalat Indonesia (BMI) dengan tujuan untuk melayani 
nasabah BMI maupun nasabah Perum Pegadaian yang sesuai dengan 
prinsip syariah.21 
Selain itu Apabila ditinjau dari sifat akadnya gadai syariah (rahn) 
memiliki 2 bagian yaitu untuk keperluan konsumtif (akad qardhulhasan 
dan ijarah) dan keperluan modal usaha yang sifatnya produktif yang dari 
                                                             
20 Nasrun Haroen, “Fiqh Mu’amalah”, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), Cet. Ke-1, 252. 
21Naida Nur Alfisyahri, Dodik Siswantoro, “Praktik Dan Karakteristik Gadai Syariah Di 
Indonesia”, Praktik Dan Karakteristik, Volume 1, Number 2, (July-December 2012),119. 
 



































usaha itu nasabah dapat menghasilkan keuntungan maupun menghasilkan 
kerugian (akad mudharabah, musyarakah, ba’imuquyyadah dan rahn). 
Dalam akad untuk keperluan modal usaha ada ketentuan bahwa selama 
rahin memberi izin kepada murtahin bahwa dia boleh memanfaatkan 
barang yang digadakan tersebut maka barang tersebut dapat digunakan dan 
keuntungannya wajib dibagikan kepada rahin sesuai dengan bagian 
kesepakatan yang telah dibuat, selain itu juga rahin dapat memanfaatkan 
mahrum untuk kepentingan usaha dengan syarat telah mendapatkan izin 
dari murtahin, apabila dalam pemanfaat mahrum itu menghasilkan 
keuntungan wajib dibagikan kepada murtahin sesuai dengan kesepakatan 
bagi hasil yang telah dipersyaratkan karena mahrum berada di bawah 
penguasaan murtahin.22 
Dalam akad gadai biasa pengambilan manfaat/penggarapan tanah 
dilakukan oleh penerima gadai atas izin penggadai dan disyaratkan di awal 
akad, hal ini tidak sesuai dengan fiqih muamalah karena ulama Syafiʻiyah 
berpendapat bahwa tidak boleh karena utang berupa pinjaman dan 
penerima gadai mensyaratkan pemanfaatan tersebut yang berarti 
merugikan pihak penggadai.23 Selain itu, menurut ulama Syafiʻiyah syarat 
ini tidak sah karena bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh akad 
gadai dan menurut pendapat yang lebih kuat, akad gadai tersebut juga 
                                                             
22Pamonaran Manahaar, “Implementasi Gadai Syariah (Rahn) Untuk Menunjang Perekonomian 
Masyarakat Di Indonesia”, Dialogia Iuridica:Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi, Volume 10, 
Nomor 2, (April 2019), 104. 
23Fatmah, “Pemanfaatan Barang Gadai”, Iqra Jurnal Ilmu Kependidikan & Keislaman, Vol. 2 No. 
1, (Desember 2018), 56-57. 
 



































menjadi tidak sah.24 Menurut ulama Hanbaliyah berpendapat tidak boleh 
karena barang gadaian bukan hewan dan merupakan sesuatu yang tidak 
butuh pembiayaan untuk memberi makan, pemanfaatan tersebut tanpa 
imbalan (cuma-cuma) dan utang. Selain itu, menurut ulama Hanbaliyah 
pemanfaatan tersebut seharusnya dihitung sebagai bagian dari pembayaran 
utang yang ada.25 
2. Konsumsi 
Konsumsi Menurt  Sukimo, dapat diartikan sebagai perbelanjaan 
yang dilakukan oleh rumah tangga keatas barang-barang akhir dan jasa-
jasa dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dari orang yang melakukan 
perbelanjaan tersebut.26 
Kebutuhan manusia telah diatur dalam Islam sehingga manusia dapat 
melakukan kegiatan-kegiatan konsumsi yang membawa manusia berguna 
bagi kemashlahatan hidupnya. semua aturan Islam mengenai aktivitas 
konsumsi terdapat dalam al-Qur’an dan as-Sunnah. Prilaku konsumsi yang 
sesuai dengan ketentuan al-Qur’an dan as-Sunnah ini akan membawa 
pelakunya mencapai keberkahan dan kesejahteraan dalam hidupnya.27 
 
 
                                                             
24Ibid,.  
25 Muchsin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah (Studi Kasus Desa Salu Balo 
Kecamatan Mehalaan Kabupaten Mamasa)”, J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah 
Dan Sosial   Budaya Islam,  Vol. 1, No. 1, ( November 2016),  94-95.  
26 Nursiah Chalid,’’Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Di Daerah Riau’, Jurnal Ekonomi 
Volume 18, Nomor 1 Maret 2010, 30. 
27Abdul Hamid, ” Teori Konsumsi Islam Dalam Peningkatan Ekonomi Umat”, Jurnal Visioner & 
Strategis, Volume 7, Nomor 2,September 2018, 20. 
 




































Kesejahteraan ekonomi merupakan cabang dari ilmu ekonomi yang 
menggunakan teknik ekonomi mikro untuk menentukan secara serempak 
efisiensi alokasi dari ekonomi makro dan akibat distribusi pendapatan 
yang saling berhubungan.28 
Pertumbuhan ekonomi, sebagai indikator pertama pembangunan 
ekonomi, didefinisikan oleh sebagai "pertumbuhan berkelanjutan dari jenis 
output yang tepat yang dapat berkontribusi pada kesejahteraan manusia". 
Dalam kerangka ini proses pertumbuhan melibatkan peningkatan potensi 
pertumbuhan masyarakat dan penentuan prioritas pertumbuhan. Potensi 
pertumbuhan utama adalah sumber daya yang dapat diinvestasikan, 
sumber daya manusia, kewirausahaan dan teknologi.29 
Dalam upaya mengubah persepsi masyarakat, salah satu cara yang 
digunakan lembaga gadai adalah dengan menciptakan motto 
“menyelesaikan masalah tanpa masalah”. Dengan motto tersebut 
diharapkan masyarakat tidak lagi segan atau ragu untuk datang ke 
pegadaian. Di Indonesia saat ini, ada dua tipe lembaga gadai yaitu 
pegadaian konvensional dan pegadaian syariah.30 Menurut Rais, 
implementasi operasi pegadaian syariah pada dasarnya hampir sama 
dengan pegadaian konvensional. Namun yang membedakan adalah 
                                                             
28 A. Ghofar Purbaya, “Stategi Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi”, Oeconomicus Journal Of 
Economics, Volume 1, No. 1, (Des 2016), 75. 
29 Abul Hasan Muhammad Sadeq, “Perkembangan Ekonomi Dalam Islam”, Jurnalislamic 
Economic,  Vol. 5, (1993), 59. 
30 Pamonaran Manahaar, “Implementasi  Gadai Syariah (Rahn) Untuk Menunjang Perekonomian 
Masyarakat Di Indonesia”, 98. 
 



































pegadaian konvensional menerapkan sistem riba atau meminta biaya 
tambahan atas dana yang dipinjamkan, yang mana hal ini tidak ada pada 
pegadaian syariah.31 
G. Penelitian Terdahulu 
Adapun sejumlah penelitian terdahulu yang dapat dijadikan pembanding 
dalam penelitian ini, sebagai berikut: 
1. Penelitian Ibrahim tentang “Gala dan Rahn: Analisis Korelasi dari 
Perspektif Ekonomi Islam”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 
praktik Gala yang dipraktikkan masyarakat Aceh pada dasarnya relevan 
dengan skema rahn (gadai), akan tetapi pada tahap implementasi masih 
sarat dengan unsur riba dimana balanced-economy tidak terjadi. Hal ini 
terlihat dari adanya pengambilan manfaat oleh pihak tertentu yang 
mengakibatkan tertindasnya satu pihak oleh pihak lainnya. Dalam 
ekonomi Islam, konsep dasar gadai adalah tolong menolong sehingga tidak 
dihalalkan mengambil manfaat sebagai efek dari tolong-menolong 
tersebut. Pengambilan manfaat ini dapat menjerumuskan transaksi tersebut 
ke dalam riba.32 
2. Kaniman yang meneliti tentang “Analisis Pelaksanaan Gadai Syari’ah 
Dengan Objek Tanah Produktif di BPRS Amanah Rabbaniyah Banjaran 
Menurut Pespektif Imam Syafi’i”. Hasil penelitiannya menunjukkan 
bahwa pelaksanaan gadai syari’ah dengan objek tanah produktif pada PT 
BPRS Amanah Rabbaniyah Banjaran disebutkan bahwa selama kontrak 
                                                             
31 Ibid, 98-99. 
32 Azharsyah Ibrahim, “Gala Dan Rahn: Analisis Korelasi Dari Perspektif Ekonomi Islam”. Jurnal 
Share, Vol. 1, No. 1, (Januari-Juni 2012). 
 



































gadai berlangsung, pihak BPRS Amanah Rabbaniyah Banjaran tidak 
menjual tetapi menguasai pengelolaan tanah/sawah sebagai objek (barang 
jaminan) gadai. Dan pelaksanaan akad gadai dengan pemanfaatan barang 
gadai yang dilakukan oleh pihak BPRS Amanah Rabbaniyah setelah 
kontrak gadai selesai, hal ini bertentangan atau tidak sesuai dengan 
perspektif pegadaian menurut Imam Syafi’i.33 
3. Penelitian lainnya seperti Sofhian dan Dilo,34penelitian tentang “Tradisi 
Pohulo’o Gorontalo Dalam Tinjaun Fiqh”.Hasil penelitiannya 
menunjukkan bahwa terdapat 2 jenis gadai dalam tradisi pohulo’o. 
Pertama, menyerahkan barang jaminan berupa lahan atau tanaman seperti 
pohon kelapadengan ketentuan mengembalikan uang yang dipinjam 
setelah jatuh tempo dan tidak mengembalikan uang setelah jatuh tempo 
atau yang dikenal masyarakat Gorontalo dengan istilah pajaki. Kedua, 
tidak menyerahkan barang jaminan berupa lahan atau tanaman seperti 
pohon kelapa, tetapi pemberi pinjaman mendapat 1/3 hasil panen 
sepanjang kontrak gadai berlangsung atau sampai pinjamannya 
dikembalikan. Relevansinya dengan fiqh rahn Islam yakni dari segi 
hukum ada kesamaan dalam hal syarat dan akad. Sedangkan 
perbedaanyapada pemanfaatan lahan, harta yang digadaikan serta risiko 
yang timbul akibat praktek pohulo’o. 
                                                             
33 Desi Kaniman, “Analisis Pelaksanaan Gadai Syari’ah Dengan Objek Tanah Produktif Di BPRS 
Amanah Rabbaniyah Banjaran Menurut Pespektif Imam Syafi’i”, Prosiding Perbankan Dan 
Keuangan Syari’ah, ISSN: 2460-2159, Vol. 1, No. 2, (Tahun 2015). 
34 Sofhian Dan Dilo, “Tradisi Pohulo’o Gorontalo Dalam Tinjaun Fiqh”, Jurnal El Harakah, 
Vol.15, No.1, (Tahun 2013). 
 



































4. Abdul Mutalib,35meneliti tentang “Implikasi Gadai Syari’ah  Terhadap 
Kesejahteraan Masyarakat Kota Praya (Studi Kasus di Pegadaian Syari’ah 
Cabang Praya)”, tujuannya penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana 
efektifitas Pegadaian Syari’ah Cabang Prayadalam meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat kota Praya. Metode yang digunakan adalah 
metode penelitian kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan 
data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara pengamatan langsung 
dilapangandan melakukan wawancara langsung yang terkait dengan 
permasalahanyangditeliti. Data sekunder diperoleh dari kantor pegadaian 
syari’ah di Kota Praya, dan sumber-sumber lainnya. Analisis data yang 
digunakan adalah karena penelitian ini bersifat kualitatif, maka metode 
analisa yang digunakan adalah analisa induktif yaitu analisa data yang 
berangkat dari   gejala atau peristiwayang bersifat khusus kemudian 
mengambil kesimpulan yang bersifat umum. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik Pegadaian Syari’ah Cabang 
Praya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip gadai syari’ah yang diterapkan 
oleh al-Qur’an dan Hadis. Yaitu tidak adanya paraktik bunga yang 
diterapkan oleh Pegadaian Syari’ah Cabang Praya. Dampak yang 
ditimbulkan oleh praktik Pegadaian Syari’ah bagi kehidupan 
perekonomian masyarakat kota Praya dapat dikategorikan menjadi dua, 
yaitu, dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah bagi 
masyarakat yang menjadikan barangnya sebagai marhun di Pegadaian 
                                                             
35 Abdul Muttalib, “Implikasi Gadai Syari’ah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kota Praya 
(Studi Kasus Di Pegadaian Syari’ah Cabang Praya), Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME), 
Vol. 2, No. 2, (Oktober 2016). 
 



































Syari’ah Cab. Praya dengan tujuan sebagai modal pengembangan usaha 
bagi masyarakat ekonomi menengah kebawah. Sedangkan dampak 
negatifnya adalah bagi masyarakat yang menjadikan barangnya sebagai 
marhun dengan tujuan untuk pemenuhan kebutuhan komsumsi semata. 
5. Hisham Sabri, et. al,36The Concept and Challenges of Islamic Pawn Broking 
(ar-rahnu)”. Pengenalan pialang gadai Islam (ar-rahnu) di Malaysia 
dipandang sebagai instrumen kredit mikro baru. Makalah ini bertujuan 
untuk memberikan ulasan tentang konsep dan tantangan ar-rahnu yang 
dihadapi oleh pegadaian Islam di Malaysia. Studi ini menggunakan 
penelitian perpustakaan dan arsip untuk mencapai tujuan dari makalah ini. 
Perintis gadai Islam terdiri dari empat konsep dasar yaitu qardhulhasan, 
ar-rahnu, al-wadi'ah dan al-ujrah. Pialang gadai Islam memiliki beberapa 
keunggulan dibandingkan pion gadai konvensional karena menyediakan 
cara yang lebih murah untuk mendapatkan pembiayaan dan bebas dari 
bunga. Selain itu, aset yang digadaikan dijamin disimpan dengan aman 
dan ada praktik lelang dan penawaran yang adil. Selain itu, ar-rahnujuga 
membantu membiayai kebutuhan pendidikan dan menyediakan modal 
untuk usaha kecil dan pengusaha. Ini menyiratkan bahwa instrumen ini 
akan membantu masyarakat untuk meningkatkan kemampuan ekonomi 
keluarga mereka. Penelitian di masa depan harus mempelajari cara-cara 
efektif dalam mengelola tantangan yang dihadapi oleh pegadaian Islam. 
                                                             
36 Hisyam Sabri Et.Al, The Concept And Challenges Of Islamic Pawn Broking (Ar-Rahnu)., 
Middle-East Journal Of Scientific Research (Research In Contemporary Islamic Finance And 
Wealth Management): 98-102, 2013; Faculty Of Economics And Muamalat, Universiti Sains 
Islam Malaysia, Bandar Baru Nilai, Negeri Sembilan, Malaysia. 
 



































6. Rahma Amir penelitian tentang tentang “Gadai Tanah di desa Sidomukti 
KecamatanBone-bone Perspektif Ekonomi Islam37”. Hasil penelitiannya 
menunjukkan bahwa Akad gadai tanah yang berlaku di desa Sidomukti 
Kecamatan Bone-bone pada dasarnya adalah akad utang-piutang yakni 
pihak pertama (rāhin) adalah orang yang yang menggadaikan barang 
kepada pihak kedua (murtahin) dengan meminjam sejumlah uang (yang 
jumlahnya tidak harus sama persis dengan nilai barang). Sedangkan hak 
pemanfaatan barang gadai adalah milik kedua pihak  hingga jatuh tempo 
pembayaran yang waktunya ditentukan oleh kesepakatan kedua belah 
pihak dengan batas minimum tempo pembayaran adalah tiga musim 
panen. Apabila telah tiba tempo pembayaran, ternyata pihak satu (rahin) 
belum bisa melunasi hutangnya maka akad gadai akan diperbaharui lagi 
sesuai dengan kesepakatan apakah ditambahkan lagi jumlah utangnya atau 
hanya hak pakai tanahnya saja yang diperpanjangolehmurtahin. Dalam 
fiqh muamalah gadai dikategorikan sebagai akad yang bersifat derma 
(tabarru’) sebab apa yang diberikan rāhin   kepada penerima gadai 
(murtahin) tidak ditukar dengan sesuatu. Apa yang diberikan murtahin 
kepada rāhin adalah utang, bukan penukar atas barang yang digadaikan. 
7. H. B. Syafuri, “Aktivitas Gadai Syariah dan Implikasinya Terhadap 
Produktivitas Masyarakat di Provinsi Banten38”. Dikatakan dalam 
penelitian ini bahwa kondisi ekonomi yang penuh ketidakpastian sebagai 
                                                             
37  Rahma Amir, “Gadai Tanah Perspektif Ekonomi Islam”, Jurnal Muamalah, Vol. V, No. 1, 
(Juni 2015). 
38H. B. Syafuri, “Aktivitas Gadai Syariah Dan Implikasinya Terhadap Produktivitas Masyarakat 
Di Provinsi Banten”, Jurnal AL-‘ADALAH., Vol. XII, No. 2, (Desember 2014), 437-450. 
 



































akibat perlambatan pertumbuhan ekonomi dan inflasi, membuka peluang 
jasa gadai sebagai salah satu sarana alternatif dalam mencari pendanaan. 
Dengan adanya jasa gadai, masyarakat dengan mudah mendapatkan 
pendanaan. Di Banten, aktivitas gadai syariah dilakukan oleh Bank Umum 
Syariah, Unit Pembiayaan Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. 
Aktivitas gadai syariah ini, dalam kenyataannya, memang ditujukan untuk 
mendorong produktivitas masyarakat berupa: tumbuhnya kegiatan 
ekonomi Islami, meningkatnya kualitas hidup masyarakat, berkurangnya 
tingkat kemiskinan, stabilitas perekonomian, dan perlindungan masyarakat 
dari sistem bunga. Penelitian ini menemukan fakta bahwa dengan 
bertambahnya lembaga-lembaga pembiayaan syariah maka jumlah 
penduduk miskin makin berkurang dan angka partisipasi sekolahpun 
semakin meningkat. 
H. Metodelogi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Metode penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif 
pendekatan studi kasus (case study) yang menelaah sebuah “kasus” 
tertentu dalam konteks atau setting kehidupan nyata kontemporer. Oleh 
karena penilitan terfokus pada kasus “Pemanfaatan Barang Gadai Tanah 
Dalam Peningkatan  Ekonomi Pelaku gadai (Studi Praktik Gadai Tanah di 
Desa Tobai Barat Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang) dengan 
cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. 
Sedangkan, penelitian dapat diartikan sebagai sarana yang dipergunakan 
 



































oleh manusia untuk memperkuat, membina, serta mengembangkan 
pengetahuan.39 Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kunci yang perlu 
diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan.40 
2. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian ini pada di Desa Tobai Barat Kecamatan 
Sokobanah Kabupaten Sampang yang menjadi titik sentral peneliti untuk 
melakukan penelitian di tempat tersebut. Lokasi ini dipilih karena praktik 
gadai tanah masih terus dilakukan antar masyarakat dengan pola dan 
dinamika yang disepakati dan dilakukan masyarakat sendiri untuk 
pemenuhan kebutuhan hidup, baik bersifat konsumtif maupun produktif. 
Selain itu keterjangkauan peneliti dengan lokasi penelitian, membuat 
proses observasi dan penelitian lebih dimudahkan. 
3. Jenis Data dan Sumber Data 
a. Jenis Data  
1) Jenis data primer 
Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah secara 
langsung dari lapangan, yaitu melalui observasi dan interview yang 
berupa informasi melalui wawancara kepada masyarakat yang 
melakukan praktek gadai tanah,tentang barang yang digadaikan 
(tanah), pemanfaatan barang gadai dan dampak ekonominya bagi 
pelaku gadai tanah. 
 
                                                             
39Soerjono Soekanto, “Pengantar Penelitian Hukum,  (Jakarta: UI-Press, 2007), 3. 
40Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2008), 2. 
 



































2) Data Sekunder  
Data sekunder merupakan penelitian yang sering disebut penelitian 
diatas meja (desk study).41 Data penelitian ini berupa referensi dari 
hasil penelitian terdahulu, buku, dan jurnal yang berhubungan 
dengan penelitian ini.42 Dalam data sekunder ini peneliti 
membutuhkan data yang berupa profil desa, dll. 
b. Sumber Data 
Penelitian ini bertumpu pada sumber data manusia dan non-manusia.43 
Dari mana data penelitian diperoleh, itulah yang disebut sumber data. 
Untuk menentukan sumber data dalam penelitian ini peneliti 
menggunakan teknik purposive sampling. Yakni, teknik pengambilan 
sumber data dengan pertimbangan tertentu. Dalam penelitian ini, 
peneliti mendapatkan informasi/data dari pelaku akad gadai tanah 
misalnya, tokoh masyarakat tokoh agama diantaranya, kh. Abd. Razak, 
ust. Ridhoi, Abd. Ghafar, Abd. Hamid, bu Matjehri, bapak Rianto, 
Jumali dan lain-lain sehingga mempermudah dalam penelitian.44 
4. Teknik Pengumpulan Data 
Penggalian data merupakan hal yang sangat penting dalam proses 
penelitian, sebab untuk memperoleh hasil penelitian yang baik sangat 
ditentukan oleh kualitas data yang diperoleh dalam suatu penelitian. 
Kualitas data, sangatlah dipengaruhi oleh siapa narasumber, bagaimana 
                                                             
41Hendri Tanjung, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam, (Jakarta: Gramata Publishing, 2013),94. 
42Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016), 135. 
43Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), 157. 
44Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D, Cet. VI, (Bandung: Alfabeta, 
2008), 300. 
 



































dan dengan cara apa data-data itu dikumpulkan.45 Teknik penggalian data 
adalah prosedur sistematis dan standar untuk memperoleh data yang 
dibutuhkan penggunaan teknik dan alat pengumpulan data yang tepat 
memungkinkan mendapat data yang objektif. Untuk memperoleh data 
yang tepat, penelitian ini menggunakan metode penggalian data yaitu: 
a. Observasi  
Pengamatan (observasi) adalah Teknik pengumpulan data dengan 
melakukan pengamatan langsung pada obyek penelitian. Pengamatan 
yang disertai pencatatan secara sistematis terhadap obyek yang diteliti 
baik dalam situasi buatan dilaboratorium atau situasi alamiah, 
sebenarnya dilapangan. Pengamatan biasanya dilakukan bersamaan 
dengan teknik pengumpulan data lainnya untuk mengamati keadaan 
fisik lokasi atau daerah penelitian secara sepintas lalu (on the spot) 
dengan melakukan pencatatan seperlunya.46 Observasi ini dilakukan 
untuk mengetahui bagaimana praktik gadai di Desa Tobai Barat 
Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang dengan mengamati, 
melihat, mendengarkan dan mencatat subjek yang diteliti. 
b. Wawancara (interview) 
Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar 
informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan 
makna dalam suatu topik tertentu. Dalam hal ini penulis melakukan 
                                                             
45Zainan  Mustafa, Mengurai Variabel Hingga Instrumentasi, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 92. 
46Didin Fatihuddin, Metodologi Penelitian Untuk Ilmu Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi, 
(Surabaya: Zifatama Publisher, 2015), 119. 
 



































wawancara dengan pihak-pihak terkait sebagaimana yang tercantum 
dalam sumber data primer. 
c. Dokumentasi  
Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlaku, 
dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 
monumental dari seseorang.47 Dokumentasi ini dapat diperoleh dari 
mempelajari data, informasi dan bisa juga dari pandangan sikap 
responden yang akan diteliti terkait praktik gadai di Desa Tobai Barat 
Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang. 
5. Metode Analisis Data 
Menurut Moleong mengutip dari pendapat patton bahwa yang 
dimaksud dari analisis data adalah proses mengatur urutan data, 
mengorganisasikanya ke dalam suatu pola, kategori dan uraian suatu 
dasar.48Penganalisisan data yang telah terkumpul dilakukan secara analisis 
deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menghasilkan data deskriptif 
berupa kata-kata tertulis atau dari penuturan lisan orang-orang dan 
perilaku yang dapat diamati dengan metode yang telah ditentukan.49 
Tujuan dari metode ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran 
                                                             
47Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitaif Dan Kualitatif Dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2012),  
240. 
48Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet. X, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 
2005), 6. 
49Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi, (Jakarta: Kencana Prenada Media 
Grup, 2013), 143 
 



































mengenai objek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai 
fakta-fakta, sifat-sifat antar fenomena yang diselidiki.50 
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut langkah-langkahnya: 
a. Pengumpulan Data, Hal pertama yang dilakukan oleh peneliti yaitu 
dengan mengumpulkan hasil dari hasil observasi, wawancara 
masyarakat setempat  dan beberapa dokumen yang disesuaikan dengan 
masalah gadai tanah di Desa Tobai Barat Kecamatan Sokobanah 
Kabupaten Sampang sebagai lokasi penelitian. 
b. Reduksi Data, Setelah melakukan pengumpulan data maka peneliti 
memilih dan memilah, menggolongkan, mengarahkan, membuang data 
yang tidak perlu dan tidak sesuai dengan fokus penelitian dan 
mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat 
ditarik kesimpulan. 
c. Penyajian Data, Penyajian data yaitu suatu rangkaian pengorganisasian 
informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Hal 
ini peneliti menyampaikan serta memaparkan data, hasil wawancara 
yang dipatkan di lapangan sesuai fakta serta teori yang mendukung 
dengan focus penelitian. 
d. Penarik simpulan adalah bagian dari seluruh hasil penelitian yang 
didapatkan, yang berisikan menjawab rumusan masalah dari hasil 
penelitian peneliti.  
                                                             
50Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 63. 
 



































Data tersebut kemudian diolah dan dianalisis dengan pola pikir 
induktif yang berarti pola pikir yang berpijak pada fakta-fakta bersifat 
khusus untuk kemudian diteliti, dianalisis dan disimpulkan menjadi 
pemecahan persoalan atau solusi tersebut dapat berlaku secara umum. 
Fakta-fakta yang dikumpulkan berupa kondisi dimana dinamika praktik 
pemanfaatan barang gadai yang direlevansikan dengan perekonomian 
masyarakat di Desa Tobai Barat Kecamatan Sokobanah Kabupaten 
Sampang, sehingga dapat ditemukan pemahaman terhadap pemecahan 
terhadap persoalan rumusan masalah yang telah ditentukan. 
6. Teknik keabsahan data 
Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data yang dipakai dalam 
penelitian ini adalah Jenis Trianggulasi. Yaitu teknik pemeriksaan 
keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk 
keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu sendiri. 
Dalam penelitian ini Teknik trianggulasi yang digunakan adalah 
trianggulasi sumber. Yaitu membandingkan dan mengecek kembali derajat 
kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui alat yang berbeda 
dalam penelitian kualitatif. Hal ini bisa dilakukan dengan cara: 
a) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data dari hasil 
wawancara. 
b) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 
berlainan.51 
                                                             
51Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), Hlm. 331 
 



































Jadi trianggulasi merupakan cara terbaik untuk menghilangkan 
perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu 
studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kajian dan hubungan 
dari berbagai pandangan. Untuk itu maka peneliti dapat melakukannya 
dengan cara : 
1) Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan. 
2) Mengeceknya dengan berbagai sumber data.52 
I. Sistematika Pembahasan 
Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan dapat 
mempermudah mengenai isi tesis ini, penulis menjadikan satu kesatuan yang 
kronologis dan sistematis maka pembahasan yang akan disusun sebagai 
berikut: 
BAB I : dalam bab ini penulis membahas tentang latar belakang 
masalah dalam penelitian ini, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan 
masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian 
terdahulu, metode penelitian, sistematika pembahasan dan yang terakhir 
daftar kepustakaan. Bab ini merupakan pijakan awal atau disebut juga dengan 
kerangka dasar dan umum dari keseluruhan isi dan proses dalam penyusunan 
tesis. 
BAB II : dalam bab ini penulis membahas landasan teori, ini 
menjelaskan tentang gadai, faktor-faktor yang membuat masyarakat 
menggadaikan barang, pemanfataan gadai, dan gadai dalam Islam 
                                                             
52Ibid, Hlm. 332 
 



































BAB III : membahas tentang data hasil penelitian. Data hasil penelitian 
ini berisi gambaran umum mengenai objek penelitian praktik gadai tanah dan 
pemanfaatannya di Desa Tobai Barat Kecamatan Sokobanah Kabupaten 
Sampang. 
BAB IV : membahas tentang analisis data penelitian. Yaitu analisis 
pemanfaatan barang gadai dan dampaknya bagi masyarakat di Desa Tobai 
Barat Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang. 
BAB V : bab terakhir ini merupakan penutup dari pembahasan tesis 






















































TEORI GADAI, TEORI KONSUMSI DAN TEORI KESEJAHTERAAN 
A. Teori Gadai 
1. Pengertian Gadai 
Dalam Ensiklopedi Indonesia, disebutkan bahwa gadai atau hak gadai 
adalah hak atas benda terhadap benda bergerak milik si berhutang yang 
diserahkan ke tangan si pengutang sebagai jaminan pelunasan hutang si 
berhutang tersebut.53 
Di Indonesia usaha gadai dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu 
pergadaian milik pemerintah dan pergadaian milik swasta. Adapun pihak 
yang memberikan gadai dikenal dengan sebutan pemberi gadai (debitur) 
sedangkan pihak yang menerima gadai dikenal sebagai pemegang gadai 
(kreditur). Masing-masing pihak tersebut memiliki hak dan kewajiban, 
apabila debitur tidak   memenuhi kewajibannya sesuai dengan waktu yang 
telah ditentukan (wanprestasi), maka kreditur berhak untuk menjual benda 
yang digadaiakan tersebut, yang selanjutnya digunakan untuk membayar 
hutang dari debitur, apabila terdapat sisa hasil penjualan maka akan 
dikembalikan kepada debitur.54 
Secara etimologis, gadai berasal dari bahasa Belanda pand atau janji. 
Menurut Hukum Perdata Indonesia, gadai adalah hak yang diperoleh oleh 
kreditor dalam aset bergerak, yang telah diberikan kepadanya oleh debitur 
                                                             
53M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 
2003), 253. 
54Ni Putu Wahyu Mas Sanggia Suari, “Perluasan Pengaturan Gadai Setelah Dikeluarkannya 
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Usaha Pergadaian”, Acta Comitas: Jurnal Hukum 
Kenotariatan, Vol. 4 No. 1, (April 2019), 12. 
 



































atau perwakilannya, untuk mengamankan hutang, dan yang memberikan 
prioritas kreditor atas yang lain kreditor berkenaan dengan penyelesaian 
hutang; dengan pengecualian dari biaya yang terjadi dalam penjualan aset 
dan biaya yang dikeluarkan, setelah janji, untuk pemeliharaan aset, yang 
harus diprioritaskan. Salim HS, setuju bahwa gadai adalah perjanjian antara 
kreditor dan debitur di mana debitur memberikan barang berharga yang 
dijamin sebagai jaminan kepada kreditor untuk pinjaman yang diberikan 
hanya jika debitur mungkin lupa untuk terus membayar pinjamannya.55 
Gadai pada dasarnya tidak lepas dan tidak berlebihan apabila 
dikatakan identik dengan masyarakat golongan ekonomi menengah. Hal ini 
disebabkan sebagian besar yang memanfaatkan jasa tersebut adalah 
masyarakat ekonomi menengah ke bawah dengan alasan bahwa perum 
pegadaian memberikan kemudahan dalam memberikan pinjaman untuk 
memperoleh dana, dibandingkan dengan sektor perbankan. Kemudahan 
yang diberikan oleh pegadaian bisa dilihat dari prosedur pengajuan untuk 
memperoleh dana dengan cepat tanpa harus melalui proses yang panjang 
dan berbelit-belit.56 
Barang-barang berharga yang dijamin sebagai jaminan adalah benda 
bergerak seperti emas, ponsel, sepeda motor, mobil, dan sebagainya, yang 
mudah ditransfer ke pegadaian. Selain itu, hal-hal yang termasuk dalam aset 
                                                             
55Tongat, Isdian Anggraeny, “Exploring Pawn And Its Legal Practices In Indonesia: A Study Of 
Challenges And Solution”. Journal Of Law, Policy And Globalization, Vol. 73, (2018), 145. 
Www. Iiste. Org. Lihat Juga, Salim, H.S., “Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia”, 
(Jakarta: Rajawali Press, 2016), 34. 
56Ah. Kusairi, “Konsep Gadai Dalam Hukum Islam (Studi Analisis Terhadap Mekanisme 
Operasional Gadai Syarî’ah Di Perusahaan Umum Pegadaian Syari’ah Pamekasan), Jurnal Al-
Ahkam, Vol.7 No .1, (Juni 2012), 117.  
 



































tidak berwujud adalah utang, hak mendapatkan uang dari objek atau utang. 
Dengan kata lain, disimpulkan bahwa hukum melindungi siapa pun yang 
memiliki kendali atas aset tidak peduli siapa pun yang secara resmi 
memiliki kepemilikan atas aset tersebut.57 
Benda bergerak dapat digunakan sebagai jaminan di pegadaian dengan 
persyaratan sebagai berikut: benda berharga sebagai jaminan harus 
diberikan kepada orang yang bertanggung jawab atas pion di pegadaian. 
Proses ini harus didasarkan pada perjanjian tertulis atau lisan antara dua 
pihak.58 Perjanjian gadai dikategorikan sebagai perjanjian tambahan 
(accesoir), sedangkan perjanjian yang mengatur peminjaman uang akan 
dianggap sebagai perjanjian utama dengan benda bergerak sebagai jaminan. 
. Perjanjian tentang agunan dibuat untuk membawa kreditor ke posisi yang 
lebih baik atau posisi tertinggi dengan beberapa karakteristik preferensi 
bahwa pembayaran pinjaman kepada kreditor akan diprioritaskan di antara 
pembayaran lain kepada kreditor lain.59 
Soemitra mengatakan gadai dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata (KUH.Perdata), menyebutkangadai itu hak yang diperoleh 
seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan 
kepadanya oleh seseorang yang berhutang atau oleh orang lain atas 
namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk 
                                                             
57Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Perdata: Hukum Benda, (Yogyakarta: Liberty, 1974), 
99. 
58Moch. Isnaeni, “Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan”, (Surabaya: PT. Revka Petra Media, 
2014), 198. 
59J. Satrio, “Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan”, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 
2015), 13. 
 



































mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada 
orang-orang yang berpiutang lainnya; dengan pengecualian biaya untuk 
melelang barang tersebut dan biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan 
setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.60 
Selanjutnya Kasmir mendefinisikan gadai adalah kegiatan 
menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna 
memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus 
kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dan lembaga gadai.61 
Sedangkan menurut Gadai adalah harta yang dijadikan pemiliknya sebagai 
jaminan utang yang bersifat mengikat, dan dijadikan pembayar utang, baik 
seluruhnya maupun sebagian apabila sudah jatuh tempo.62 
Ahli lainnya juga memiliki pendapat yang berbeda-beda mengenai 
gadai, menurut Wiryono Projodikoro, gadai adalah sebagai sesuatu hak yang 
didapatkan si berpiutang atau orang lain atas namanya untuk menjamin 
pembayaran hutang dan memberi hak kepada si berpiutang untuk dibayar 
lebih dahulu dari siberpiutang lain dari uang pendapatan penjualan barang 
itu.63 
Sedangkan Subekti mengatakan, pandrecht adalah. “suatu hak 
kebendaan atas suatu benda yang bergerak kepunyaan orang lain, yang 
                                                             
60Andri Soemitra, Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2009), 383. 
61Kasmir. Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya. (Jakarta: Penerbit Pt Raja Grafindo Persada, 
2000), 246. Lihat Juga, Inggi Dwisari Irmawati, “Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Terhadap 
Penyaluran Rahn (Gadai Syariah) (Studi Kasus Pada Pegadaian Syariah Landungsari Cabang 
Malang)”, Jurnal Investasi, Vol. 4, No. 2, Desember 2008 95 – 124. 
62Agus Salim, “Aspek Sosial Dalam Gadai”, Jurnal Sosial Budaya, Vol. 9 No. 1 (Januari-Juli 
2012), 12.  
63Wiryono Projowikoro, Hukum Perdata Tentang Hak-Hak Atas Benda, Cetakan Ke-V, (Jakarta: 
PT Intermasa, 1986), 153. 
 



































semata-mata diperjanjikan dengan menyerahkan bezit atas benda tersebut, 
dengan tujuan untuk mengambil pelunasan suatu utang dari pendapatan 
penjualan benda itu, lebih dahulu dari penagih-penagih lainnya”.64 
Dengan demikian gadai merupakan pemberian berupa benda bergerak 
untuk dijadikan sebagai jaminan utang. Dalam hal ini berupa jaminan yang 
mudah dijadikan uang untuk dapat menutup pinjaman apabila tidak dapat 
dilunasi oleh si peminjam atau debitur. 
2. Prosedur Gadai 
Prosedur peminjaman gadai pada Pegadaian tidak serumit prosedur 
peminjaman melalui lembaga perbankan. Dibandingkan dengan prosedur 
peminjaman melalui lembaga perbankan, maka prosedur peminjaman gadai 
pada Pegadaian jauh lebih sederhana, mudah, cepat, dan tidak dikenakan 
biaya. Bagi Pegadaian, yang dipentingkan bahwa setiap peminjaman (uang) 
haruslah disertai dengan jaminan kebendaan bergerak milik debitur atau 
seseorang lain.65 
3. Landasan Gadai 
Landasan gadai dalam hukum positif terdapat dalam Undang-undang 
Nomor 9 tahun 1969 pasal 6 dijelaskan bahwa sifat usaha pegadaian adalah 
menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus menumpuk 
keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan66. Selain itu juga 
                                                             
64 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cetakan Ke-Xvi (Jakarta: Intermasa, 1982), 79. 
65 Rachmadi Usman, Hukum Jaminan Keperdataan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 127-128. 
66 Undang-Undang No. 9 Tahun 1969 Pasal 6 Dan 7 Tentang Pegadaian. Lihat, Agus Salim, 
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terdapat dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1969 pasal 7 dengan 
penjabaran sebagai berikut67:  
a. Turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan 
menengah ke bawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai 
dan jasa dibidang keuangan lainnya berdasarkan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku.  
b. Menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, praktik riba, dan pinjaman 
tidak wajar. 
4. Subjek dan Objek Gadai  
Pandangan masyarakat tentang gadai masih terjadi kekeliruan, gadai 
dipandang sebagai salah satu cara seseorang untuk mendapatkan utang. Hal 
ini terjadi dikarenakan barang yang dijaminkan oleh pemberi gadai harus 
ada terlebih dahulu dan dijadikan tolak ukur utama dan yang menentukan 
besar kecilnya jumlah utang.68 
Subjek atau para pihak dalam hak gadai menurut hukum adat terdiri 
dari si penjual (penggadai, pemberi gadai dan pemilik tanah) dan pembeli 
gadai (pemberi gadai, pemegang gadai dan penguasa tanah).69 Subyek hak 
gadai selanjutnya disebut sebagai pemberi gadai dan penerima gadai. Obyek 
dari hak gadai tanah adalah tanah pertanian yang merupakan milik dari 
pemberi gadai. 
 
                                                             
67 Ibid., 9-10. 
68 Ni Putu Wahyu Mas Sanggia Suari, Perluasan Pengaturan Gadai Setelah Dikeluarkannya 
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Usaha Pergadaian., 12. 
69 Hilman Hadi Kusuma, Hukum Perjanjian Adat, (Bandung: Alumni, 1982), 138. 
 



































5. Hak Penerima Gadai 
Adapun hak penerima gadai adalah sebagai berikut:70 
a. Menikmati manfaat yang melekat pada hak milik, dengan 
pembatasan: 
1) Tidak boleh menjual lepas tanah itu kepada orang lain; 
2) Tidak boleh menyewakan untuk lebih dari satu musim lamanya 
(jual tahunan); 
3)  Mengoperkan gadai (doorverpanden) ataupun menggadaikan 
kembali/menggadaikan di bawah harga (oververpanden) tanah 
tersebut kepada orang lain, jika ia sangat memerlukan uang, 
sebab ia tidak dapat memaksa si penjual gadai semula untuk 
menebus tanahnya; 
4) Mengadakan perjanjian bagi hasil belah pinang/paruh hasil 
tanam/maro dan sejenisnya. 
6. Waktu dan Hak Menebus Hak Gadai Tanah 
Waktu dan hak menebus hak gadai tanah, sebagai berikut: 
a. Jika tidak ada persetujuan suatu apa (dalam hal gadai tanah) maka 
hak menebus tetap ada di tangan pemilik tanah dan beralih kepada 
waris-warisnya, begitu juga kewajiban membuka kemungkinan 
ditebus kembali tanah itu beralih ke ahli waris penerima gadai.71 
b. Jika ada persetujuan mengenai tempo hak gadai kebanyakan 
ditambahkan syarat, bahwa bila dalam tempo itu tidak ditebus, maka 
                                                             
70 Imam Sudiyat, Hukum Adat Sketsa Asas, (Yogyakarta: Liberty, 1981), 29. 
71 Ter Haar, Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat, 115. 
 



































tanahnya jatuh menjadi hak milik (yang tidak dapat ditebus lagi) si 
pembeli gadai.72 
c. Untuk tanah yang diusahakan harus diperhatikan hal sebagai 
berikut;73 
1) Untuk tanah sawah, jika yang mengerjakan sawah itu pemegang 
gadai, maka penggadai harus menunggu penyerahan kembali 
tanah gadai setelah tanaman dipanen, atau hak ketam (memungut 
hasil tanaman) tetap berada pada pemilik tanaman atau penggarap 
tanaman itu, kecuali disepakati kedua pihak bahwa penggadai 
mengganti kerugian yang diminta pemegang gadai atau 
penggarap. 
2) Untuk tanah perikanan yang diusahakan penggadai harus 
memberi kesempatan bagi pemegang gadai atau pengusaha 
perikanan untuk menikmati hasil ikan semusim atau mengambil 
kembali bibit ikannya; demikian pula untuk kebun buah-buahan 
kesempatan panen bagi pemegang gadai atau penggarapnya harus 
diberikan. 
Hukum adat di seluruh Indonesia menentukan bahwa hak menebus 
dalam gadai tanah tidak mungkin lenyap dengan pengaruh lampaunya 
waktu.74 Selama itu jugasi penerima gadai akan menguasai tanah. 
7. Sifat Hubungan Gadai 
Sifat hubungan tanah gadai adalah sebagai berikut;75 
                                                             
72 Ibid. 
73 Hikman Hadi Kusuma, Hukum Perjanjian Adat, 17. 
74 Budi Harsono, Undang-Undang Pokok Agrarian, (Jakarta: Djambatan, 1984), 299. 
 



































a. Transaksi jual gadai tanah bukanlah perjanjian utang-piutang dengan 
tanggungan/jaminan tanah, sehingga pembeli gadai tidak berhak 
menagih uangnya dari penjual tanah; 
b. Penebusan gadai tergantung kepada kehendak penjual gadai. Hak 
menebus itu bahkan dapat beralih kepada ahli warisnya; 
c. Uang gadai hanya dapat ditagih oleh penjual gadai, dalam hal 
transaksi jual gadai itu disusul dengan penyewaan tanah tersebut 
oleh si penjual gadai sendiri, dengan janji jika si penjual (merangkap 
penyewa) tidak membayar uang sewanya, maka uang gadai dapat 
ditagih kembali oleh si pembeli (merangkap penguasa atas tanah 
yang kini berfungsi rangkap enjadi obyek gadai dan sekaligus obyek 
sewa pula). 
8. Mengembalikan Tanah Gadai 
Tanah yang digadaikan pemberi gadai, dikembalikan oleh penerima 
gadai dengan melihat ketentuan-ketentuan sebagai berikut;76 
a. Tanah harus dikembalikan dalam keadaannya di waktu penebusan; 
b. Kenaikan harga tanah/perbaikan-perbaikan yang sudah dikrjakan tidak 
mendapat ganti; 
c. Tanaman-tanaman berumur lebih dari satu tahun yang ditanam tidak 
seijin si penjual gadai menjadi miliknya tersebut berakhir ini bila tidak 
sudah diambilnya di waktu pengembalian tanah, itupun bilamana 
menurut aturannya si penjual gadai tidak kehilangan haknya menebus 
                                                                                                                                                                       
75 Iman Sudiat, Hukum Adat Sketsa Asas, 29. 
76 Ter Haar, Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat, 116-117. 
 



































karena ia diam-diam membirkan saja ditanamnya dan bertumbuhnya 
pohon-pohonan serupa itu; 
d. Kerusakan tanah yang memang diperbuat dengan niat jahat harus diganti 
kerugiannya untuk si penjual gadai; 
e. Pada saat uang gadai diterima kembali, pada saat itu juga berakhirlah hak 
si pembeli gadai; 
f. Penjual gadai memberitakan penebusan kembali ini kepada kepala dusun. 
9. Motivasi Orang Menggadaikan Barang (Tanah) 
Permintaan suatu barang adalah hasrat terhadap sesuatu, yang 
digambarkan dengan istilah Raghabah Fil-Alsyai. Dapat diartikan juga 
sebagai jumlah suatu barang yang diminta. Secara garis besar permintaan 
dalam ekonomi Islam sama dengan ekonomi konvensional namun, ada 
prinsip-prinsip tertentu yang harus diperhatikan oleh individu muslim dalam 
keinginannya. Islam mengharuskan orang untuk mengkonsumsi barang 
yang halal dan thayib. Selain itu juga dalam ajaran Islam orang yang 
mempunyai uang yang banyak tidak serta merta diperbolehkan uangnya 
untuk membeli apa saja dan jumlah berapapun yang ia inginkan. Batasan 
lain yang harus diperhatikan adalah tidak berlebihan dan harus 
mengutamakan kebaikan (maslahah).77 
Gadai tak lepas dari permintaan. Dimana permintaan juga disebut 
sebagai keinginan yang disertai dengan daya beli. Permintaan atau demand 
merupakan ungkapan permintaan dari keinginan dan kebutuhan terhadap 
                                                             
77Busriadi, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Gadai Di Pegadaian Syariah 
Kota Jambi”, Jurnal Nur El-Islam, Volume 2 Nomor 2, (Oktober 2015), 140. 
 



































sejumlah barang yang akan dibeli atau yang diminta pada tingkat harga 
tertentu pada pendapatan tertentu dan dalam kurun waktu tertentu.78 Adapun 
unsur-unsur yang terdapat pada permintaan yakni barang atau jasa, yakni 
harga dan kondisi yang mempengaruhi. Jadi permintaan adalah jumlah 
barang atau jasa yang dibeli dalam berbagai situasi dan tingkat harga.79  
Praktik gadai yang biasanya dilakukan masyarakat berpengasilan 
rendah atau kategori miskin ini disebut Kentta sudah terjadi selama abad 19 
dan abad 20 paruh pertama. Sifatnya primitif karena dilakukan warga desa 
yang miskin. Bagi Kentta, bentuk gadai (pawn) membutuhkankekayaan 
materi, yang mungkin mengecualikan yang termiskin, namun tidak terbatas 
pada pekerja miskin atau kelas pekerja, karena digunakan juga oleh kelas 
menengah. Untuk itu, dia menyatakan bahwa gadai ini adalah saluran kredit 
yang unggul untuk orang miskin.80 
Beberapa faktor yang memotivasi orang kemudian menggadaikan 
barangnya lebih bayak karena alasan ekonomi. Misalnya, gadai tanah 
pertanian kerap terjadi dalam masyarakat. Gadai tanah ini sering dijadikan 
alternatif  oleh masyarakat  untuk  mendapatkan uang tanpa harus menjual 
aset yang dimiliki yaitu tanah.  Uang yang diperoleh dari gadai tersebut 
digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Biasanya tanah digadaikan 
                                                             
78Sayid Syekh, Sekilas Pengantar Ilmu Ekonomi Dan Pengantar Ekonomi Islam, (Jakarta: Press 
Group, 2013), 183. 
79Prathama Raharja, Pengantar Ilmu Ekonomi; Mikroekonomi Dan Makroekonomi, (Jakarta: 
Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008), 24.  
80Tony Kentta, “Pawning In Everyday Life”, Essay Candidat P.Hd, Economic History Uppsala 
University. An Exploratory Study Of Pawning At Boras Pawnshop, (2012), 1, Lihat, Bouman, 
F.J.A. And Houtman, R., “Pawnbroking As An Instrument Of Rural Banking In The Third 
World”, Jurnal Economic Development And Cultural Change, Vol. 37, No. 1, (Oct. 1988), P. 75. 
 



































kepada seseorang yang dianggap mampu dan mempunyai kehidupan 
ekonomi yang cenderung mantap. Selain itu, jika dibandingkan antara gadai 
dan jual tahunan, uang yang diperoleh dari jual tahunan lebih sedikit 
daripada uang yang diperoleh dari gadai, sedangkan uang yang dibutuhkan 
lebih besar.81 
10. Pemanfataan Barang Gadai 
Setiap orang memiliki nasib yang berbeda dalam hidupnya, ada kaya 
juga ada yang miskin. Untuk itu saling tolong-menolong sering terjadi 
diantara manusia. Dalam situasi terdesak, seseorang sangat membutuhkan 
uang untuk pemenuhan hidupnya. Salah satu cara keluar dari kondisi 
ketidakberdayaan hidup itu adalah mendatangi orang lain untuk berhutang 
atau meminjam dengan kesepakatan. Biasanya orang kemudian memberikan 
jaminan gadai pada pihak yang membutuhkan. Oleh karena itu, Allah Swt 
mensyariatkan gadai guna kemaslahatan orang. 
Gadai bukan termasuk pada akad pemindahan hak milik. Tegasnya 
bukan pemilikan suatu benda dan bukan pula kadar atas manfaat suatu 
benda (sewa menyewa), melainkan hanya sekedar jaminan untuk suatu 
hutang piutang, itu sebabnya ulama sepakat bahwa hak milik dan manfaat 
suatu benda yang dijadikan jaminan (marhun) berada dipihak rahin (Yang 
menggadaikan). Murtahin (yang menerima barang gadai) tidak boleh 
mengambil manfaat barang gadai kecuali diizinkan oleh rahin dan barang 
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gadai itu bukan binatang. Ulama Syafi’i, Imam Malik dan ulama-ulama 
yang lain berargumen menggunakan hadits Nabi Saw.82 
Hal ini juga dikatakan Imarah dalam Jawahir al-Bukhari, bahwa pada 
dasarnya barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh pemilik 
barang maupun oleh penerima gadai, kecuali apabila telah mendapat izin 
dari masing-masing pihak yang bersangkutan. Sebab hak pemilik barang 
tidak memiliki secara sempurna yang memungkinkan ia melakukan 
perbuatan hukum, misalnya mewakafkan, menjual dan sebagainya sewaktu-
waktu atas barang miliknya itu. Sedangkan hak penerima gadai terhadap 
barang gadai hanya ada pada keadaan atau sifat kebendaannya yang 
mempunyai nilai, tetapi tidak pada guna dan pemanfaatan/pengambilan 
hasilnya. Penerima gadai hanya berhak menahan barang gadai, tetapi tidak 
berhak menggunakan atau memanfaatkan/mengambil hasilnya. Sementara 
itu, pemilik barang gadai tidak berhak menggunakan barang tersebut, namun 
sebagai pemilik apabila barang yang digadaikan itu mengeluarkan hasil, 
maka hasil itu adalah menjadi miliknya.83 
Tentang manfaat barang gadai adalah milik rahin bukan milik 
murtahin. Barang gadaian dipandang sebagai amanat bagi murtahin sama 
dengan amanat yang lain, dia tidak harus membayar kalau barang itu rusak, 
kecuali karena tindakannya. Ibnu Qudamah dalam kitabnya al-Mugny 
                                                             
82Fatma, “Pemanfaatan Barang Gadai”, Iqra: Jurnal Ilmu Kependidikan Dan Keislaman, Vol. 2, 
No. 1, (Desember 2018), 56. 
83Musthafa Muhamd Imarah, Jawahir Al-Bukhari, (Darul Ihya’, Indonesia, 1993), 262. 
 



































menjelaskan bahwa pengambilan manfaat dari barang gadai itu mencakup 
pada dua keadaan yaitu84:  
a. Yang tidak membutuhkan kepada biaya seperti rumah, barang-barang 
dan sebagainya (barang tetap)  
b. Yang membutuhkan pembiayaan (barang bergerak)  
Akan tetapi, menurut ulama Mazhab Hambali, apabila gadai itu bukan 
hewan atau sesuatu yang tidak memerlukan biaya pemeliharaan, seperti 
tanah, maka pemegang gadai tidak boleh memanfaatkannya. Ulama Mazhab 
Hanafi berpendapat apabila barang gadai itu hewan ternak, pemegang gadai 
boleh memanfaatkannya apabila mendapatkan izin dari pemiliknya. Namun 
ulama Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi’i mengatakan bahwa kebolehan 
memanfaatkan hewan yang dijadikan gadai oleh pemegangnya, hanya 
apabila hewan tersebut dibiarkan saja tanpa diurus oleh pemiliknya. Selain 
perbedaan pendapat diatas, di kalangan ulama fiqh juga terjadi khilafiah 
tentang pemanfaatan barang gadai oleh penerimanya. Ulama Mazhab Hanafi 
dan Mazhab Hambali menyatakan bahwa pemilik gadai boleh 
memanfaatkan miliknya yang telah diagunkan tersebut jika diizinkan 
pemegang gadai. Mereka berprinsip bahwa segala hasil dan resiko yang 
timbul dari barang gadaian menjadi tanggung jawab pihak yang 
memanfaatkannya. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah Saw yang 
diriwayatkan al-Hakim, al-Baihaqi, dan Ibnu Hibban diatas. Oleh sebab itu, 
apabila kedua belah pihak ingin memanfaatkan barang gadaian tersebut, 
                                                             
84Fatma, “Pemanfaatan Barang Gadai”, 56., Lihat Juga, Abdullah Bin Ahmad Ibnu Qudamah Al-
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haruslah mendapat izin dari pihak lainnya. Apabila barang yang 
dimanfaatkannya itu rusak, maka orang tersebut bertanggung jawab untuk 
membayar ganti rugi.85   
Ulama Mazhab Syafi’i mengemukakan pendapat yang lebih longgar 
dari pendapat ulama Mazhab Hanafi dan Mazhab Hambali diatas. Menurut 
mereka (ulama Mazhab Syafi’i), apabila pemilik barang ingin 
memanfaatkan barang gadaian, maka tidak perlu mendapat izin dari 
pemegang gadai itu. Karena barang itu adalah miliknya dan seorang pemilik 
tidak boleh dihalang-halangi untuk memanfaatkan hak miliknya. Akan 
tetapi pemanfaatan barang gadai tidak boleh merusak benda tersebut. Baik 
kualitas maupun kuantitasnya. Jika terjadi kerusakan, maka pemilik 
bertanggung jawab terhadap kerusakan tersebut. Hal ini sesuai dengan 
Sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan al- Bukhari, al-Tirmidzi dan Abu 
Daud dari Abu Hurairah diatas. Bertolak belakang dengan pendapat-
pendapat diatas, ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa pemilik barang 
tidak boleh memanfaatkan barang gadaian, baik diizinkan maupun tidak 
diizinkan oleh pemegang barang gadaian tersebut. Karena barang tersebut 
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B. Teori Konsumsi 
1. Pengetian Konsumsi 
Konsumsi secara umum didefinisikan dengan penggunaan barang 
dan jasa untuk meinenuhi kebutuhan manusia. Ada beberapa konseptualisasi 
dalam istilah konsumsi. Konsumsi, dapat dimaknai sebagai sebuah proses 
objektifikasi, yaitu proses eksternalisasi atau internalisasi diri lewat objek-
objek sebagai medianya. Maksudnya, bagaimana memahami dan 
mengkonseptualisasikan diri maupun realitas di sekitar kita melalui objek 
material.87 
Istilah konsumsi dalam ekonomi secara umum memang diartikan 
sebagai penggunaan barang-barang dan jasa-jasa yang secara langsung akan 
memenuhi kebutuhan manusia. Namun yang harus dipahami bahwa dalam 
konsumsi itu ada dua jenis; pertama konsumsi akhir yakni mengkonsumsi 
barang yang secara langsung memuaskan kebutuhan. kedua konsumsi 
produktif yaitu mengkonsumsi barang dengan tujuan mengasilkan barang 
lain.88 
Dalam ekonomi Islam konsumsi juga memiliki pengertian yang 
sama, tapi memiliki perbedaan dalam setiap yang melingkupinya. Perbedaan 
mendasar dengan konsumsi ekonomi konvensional adalah tujuan 
pencapaian dari konsumsi itu sendiri, cara pencapaiannya harus memenuhi 
kaidah pedoman syaraiah Islamiyyah. Islam sebagai rahinatan lil alamin 
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88Suherman Rosyidi, Pengantar Teori Ekonomi Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mairo & 
Makro, 165-166. 
 



































menjamin agar sumber daya dapat terdistribusi secara adil. Salah satu upaya 
untuk menjamin keadilan distribusi sumber daya adalah mengatur 
bagaimana pola konsumsi sesuai dengan syariah Islamiyah Konsumsi Islam 
senantiasa memperhatikan halal-haram yang telah ditetapkan oleh Al-Quran 
dan As-Sunnah.89 
Konsep keberhasilan dan kesuksesan seorang muslim bukan diukur 
dari seberapa besar harta kekayaan yang diperoleh dan dimiliki. Kesuksesan 
seorang muslim diukur berdasarkan seberapa besar ketakwaan seseorang 
akan membawa konsekuensi terhadap berapapun besar dan banyaknya harta 
yang dapat dia peroleh dan bagaimana menggunakannya. Dia akan selalu 
bersyukur meskipun harta yang dimiliki secara kuantitas relatif sedikit. 
Apalagi jika yang diperoleh lebih banyak, akan semakin memperbesar rasa 
syukur dan semakin besar bagian yang akan diberikan kepada yang tidak 
mampu. Demikian pula saat kekurangan harta, dia akan tetap bersabar atas 
ujian yang telah menimpanya dan tidak mengambil jalan pintas untuk 
mendapatkannya apalagi sampai melanggar ketentuan syariat islam.90 
Konsumsi yang dilakukan oleh seorang Muslim seharusnya 
mencerminkan hubungan dirinya dengan Allah. Hal tersebut merupakan 
pembedaantara konsep konsumsi Islam dengan konsep konsumsi ilmu 
ekonomi lainnya. Islam mengajarkan umatnya untuk berkonsumsi dengan 
                                                             
89Ibid, Almizan, 19. 
90Arif Pujiyono, Teori Konsumsi Islami, Dinamia Pembangunan, (2006), 197. 
 



































cara menjauhi produk-produk yang haram, tidak kikir dan tidak tamak.91 
Hal tersebut dijelaskan oleh Allah dalam Q.S. Al A’raf ayat 31: 
ِرفُٓواْ  إِنَّهُۥ َل  يُحِ  َل  تُس  بُواْ و  ر  ٱش  كُلُواْ و  ِجد  و  س  اد م  ُخذُواْ ِزين ت كُم  ِعند  كُل ِ م  ب نِٓي ء  ِرفِين  ي َٰ ُمس 
  ٣١بُّ ٱل 
“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap 
(memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. 
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”. 
 
Maksudnya: tiap-tiap akan mengerjakan sembah yang atau thawaf 
keliling ka'bah atau ibadat-ibadat yang lain. Maksudnya: janganlah 
melampaui batas yang dibutuhkan oleh tubuh dan jangan pula melampaui 
batas-batas makanan yang dihalalkan. 
2. Teori Konsumsi Dalam Ekonomi Islam 
Islam adalah agama yang ajarannya mengatur segenap prilaku 
manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Konsumsi seorang Muslim 
bertujuan untuk mencari kesuksesan dan kesejahteraan hidupnya di dunia 
dan akhirat (falah fi al-dunya wa al-akhirah) dalam bingkai moral Islam. 
Maka, seorang konsumen Muslim harus mencari falah (kesejahteraan) 
setinggi mungkin sebatas anggaran yang dimilikinya. Kesejahteraan yang 
dicitakan Islam merupakan wujud konkret dari tujuan syari’ah (maqasid al-
shari’ah).92 
Imam Al-Ghazali mengatakan kebutuhan adalah keinginan manusia 
untuk mendapatkan sesuatu yang diperlukannya dalam rangka 
mempertahankan kelangsungan hidupnya dan menjalankan fungsinya lebih 
jauh lagi pentingnya niat dalam melakukan konsumsi sehingga tidak kosong 
                                                             
91Zulfikar al-kautsar, Implementasi Pemahaman Konsumsi Islam Pada Perilaku Konsumsi 
Konsumen Muslim, Jestt Vol. 1 No. 10, (Oktober 2014), 737. 
92 Sirajul Arifin, “Prilaku Konsumsi Islam: Kajian Kritik”, Jurnal Hokum Islam, Vol. 12, N0. 1 
(Juni, 2009), 8. 
 



































dari makan ibadah.93Demikian pula dalam masalah konsumsi, seseorang 
diukur dengan tingkat kemampummya dalam mengkonsusmsi. Konsep 
konsumen adalah raja' menjadi arah bahwa aktifitas ekonomi khususnya 
produksi untuk memenuhi kebutuhan konsumen sesuai dengan kadar 
relatifitas dari keianginan konsumen.94 
Untuk memudahkan pemahaman dalam melakukan konsumsi secara 




Karekteristik Keinginan Kebutuhan 
Sumber Hasrat (nafsu) manusia Fitrah manusia 
Hasil Kepuasan Manfaat dan berkah 
Ukuran Preferensi atau selera Fungsi 
Sifat Subjektif Objektif 
Tuntunan Islam Dibatasi/diken dalikan Dipenuhi 
 
Islam berpandangan bahwa hal terpenting yang harus dicapai dalam 
aktifitas konsumsi adalah maslahah. Yaitu segala bentuk keadaan, baik 
material maupun non-material, yang mampu meningkatkan kedudukan 
manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Maslahah memiliki dua 
kandungan, yaitu manfaat dan berkah. Maslahah hanya bisa didapatkan oleh 
konsumen saat mengkonsumsi barang yang halal saja.95Allah SWT 
berfirmandalam Q.S. Al Baqarah ayat 173. 
                                                             
93Almizan, Konsumsi Menurut Ekonomi Islam Dan Kapitalis, Al Masraf Jurnal Lembaga 
Keuangan Dan Perbankan, Volume 1, No.1, (Januari-Juni 2016), 14. 
94Abdul Hamid, Teori Konsumsi Islam Dalam Peningkatan Ekonomi Umat, Jurnal visioner 
&Strategis, Volume 7, Nomor 2, (September 2018), 20. 
95Zulfikar al-kautsar, Implementasi Pemahaman Konsumsi Islam Pada Perilaku Konsumsi 
Konsumen Muslim, 739. 
 



































طُرَّ  ِن ٱض  ِ  ف م  ِر ٱّللَّ آ أُِهلَّ بِهِۦ ِلغ ي  م  ِخنِزيِر و 
م  ٱل  ل ح  ٱلدَّم  و  ت ة  و  ي  م 
كُُم ٱل  م  ع ل ي  رَّ ا ح  ر  ب اغ   إِنَّم  غ ي 
ِه  إِنَّ ٱّللَّ   م  ع ل ي 
ٓ إِث  َل  ع اد  ف َل  ِحيٌم  و    ١٧٣غ فُور  رَّ
“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, 
daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain 
Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang 
dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak 
ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang”. 
 
Ayat di atas juga mengahramkan daging yang sembelihan yang 
disebut nama Allah dan disebutkan pula nama selain Allah. 
3. Teori Konsumsi Dalam Ekonomi konvensional 
Didalam ekonomi konvensional, konsumen diasumsikan bertujuan 
untuk memperoleh kepuasan (utility) dalam kegiatan konsumsinya. Makna 
utiliti secara bahasa berarti berguna, membantu atau menguntungkan. Maka 
fungsi utilitas atau kepuasan merupakan penentu sebuah barang yang 
disukai atau tidak dibandingkan dengan barang lain.96Sedangkan Menurut 
Suherman Rasyidi konsumsi adalah penggunaan barang dan jasa untuk 
memuaskan kebutuhan manusia. Paul A. Samuel Son dan Willan D Nor 
Haus mengemukakan “Konsumsi dirumuskan sebagai barang dan jasa, 
seperti makan, pakaian, mobil, pengobatan dan perumahan. Menurut 
Samuelson konsumsi adalah kegiatan menghabiskan utility (nilai guna) 
barang dan jasa. Barang meliputi barang tahan lama dan barang tidak tahan 
lama. Barang konsumsi menurut kebutuhannya, yaitu : kebutuhan primer, 
                                                             
96Adiwarman Karim, “Ekonomimikro Islam”, (Depok: Ptrajagrafindo), Cetakan pertama 2016, 
Cetakankedua  2017, 87.  
 



































kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier (Paul Samuel Son dan William 
D Nor Hans, 1993).97 
Teori prilaku konsumen rasional dalam paradigma ekonomi 
konvensional didasari pada prinsip-prinsip dasar utilitarianisme yang 
diprakarsai oleh Bentham. Teori ini mengatakan bahwa secara umum tidak 
seorangpun dapat mengetahui apa yang baik untuk kepentingan dirinya 
kecuali orang itu sendiri. Menurut Mill, campur tangan negara di dalam 
masyarakat manapun harus diusahakan se-minimum mungkin dan campur 
tangan yang merintangi kemajuan manusia merupakan campur tangan 
terhadap kebebasan-kebebasan dasar manusia dan itu perlu dihentikan. Mill 
berpendapat bahwa setiap orang di dalam masyarakat harus bebas untuk 
mengejar kepentingannya dengan cara yang dipilihnya sendiri, namun 
kebebasan seseorang untuk bertindak dibatasioleh kebebasan orang lain 
artinya kebebasan untuk bertindak itu tidak boleh mendatangkan kerugian 
bagi orang lain.98 
4. Prinsip Konsumsi Dalam Ekonomi Islam 
Islam sebagai sebuah agama yang universal, merupakan risalah bagi 
seluruh kehidupan manusia. Islam hadir dengan membawa keputusan, 
ketetapan, peraturan dan perundang-undangan yang kemudian 
dikenaldengan istilah shari’ah99. Konsumsi dalam Islam selalu 
memperhatikan status halal-haram, komitmen dan konsekuen dengan 
                                                             
97Almizan, Konsumsi Menurut Ekonomi Islam Dan Kapitalis, Al Masraf Jurnal Lembaga 
Keuangan Dan Perbankan, Volume 1, No.1, (Januari-Juni 2016), 22. 
98Ibid, 23.  
99Sirajul Arifin, “Kesalehan Homo Islamicus Menjawab Krisi Lingkungan Hidup”, Ijtihad: Jurnal 
Wacana Hokum Islam Dan Kemanusiaan, Vol. 9, No. 2 (Desember, 2009), 119. 
 



































kaidah-kaidah dan hukum-hukum syariat yang mengatur konsumsi supaya 
mencapai manfaat konsumsi dengan maksimal dan mencegah 
penyelewengan dari jalan kebenaran dan dampak mudharat baik bagi 
dirinya sendiri maupun orang lain. Adapun kaidah/prinsip dasar konsumsi 
Islam adalah;100 
a. Prinsip syariah, yaitu yang berkaitan dengan dasar syariat yang harus 
terpenuhi dalam melakukan konsumsi di mana terdiri dari: 
1) Prinsip akidah, yaitu hakikat suatu konsusmsi adalah sebagai sarana 
untuk ketaatan sebagai wujud dari keyakinan manusia sebagai 
makhluk yang mendapatikan beban khalifah dan amanah di bumi yang 
akan dimintai pertanggungjawaban oleh penciptanya. 
2) Prinsip ilmu, yaitu sesoorang yang akan mengkonsumsi harus 
mengetahiu ilmu tentang barang yang akan dikonsumsi dan hukam-
hukum yang berkaitan dengannya. 
3) Prinsip amaliah, sebagai konsekuensi akidah dan ilmu yang telah 
diketahui tentang konsumsi Islami tersebut. Seseorang yang 
mempunyai akidah lurus, maka dia akan mengkonsumsi status halal 
serta menjauhi yang halal atau syubhat. 
b. Prinsip kuantitas, yakni sesuai dengan batas-batas kuantitas yang telah 
ditentukan dalam syariat Islam, di antaranya adalah; 
1) Sederhana, yaitu mengkonsumsi barang yang sifatnya tengah-tengah 
antara menghamburkan harta dengan pelit, tidak bermewah-mewahan, 
                                                             
100Arif Pujiyono, Teori Konsumsi Islami, 199. 
 



































tidak mubadzir, hemat dan meminimalkan anggaran untuk 
mendapatkan utilitas tertentu.101 
2) Mensesuaikan antara pemasukan dan pengeluaran, artinya dalam 
mengkonsumsi barang harus disesuaikan dengan kemampuan yang 
dimilikinya. 
c. Prinsip prioritas, di mana memperhatikan urutan kepentingan yang harus 
diprioritaskan agar tidak terjadi kemudharatan, yaitu; 
1) Primer, yaitu konsumsi dasar yang harus terpenuhi agar manusia dapat 
hidup dan menegakkan kemaslahatan baik bagi dirinya, dunianya dan 
agamanya serta orang terdekatnya. 
2) Sekunder, yaitu konsumsi untuk meningkatkan tingkat kualitas hidup 
yang lebih baik, misalnya konsumsi madu, susu dan makanan yang 
mempunyai manfaat lainnya. 
3) tertier, yaitu untuk memenuhi konsumsi manusia yang lebih 
membatuhkan. 
d. Prinsip sosial, yaitu memperhatikan lingkungan sosial di sekitarnya 
sehingga tercipta keharmonisan hidup dalam masyarakat, di antaranya: 
1) Kepentingan umat, yaitu saling menanggung dan menolong 
sebagaimana bersatunya suatu anggota tubuh. 
2) Keteladanan, yaitu memberikan contoh yang baikdalam berkonsumsi 
suatu barang. 
                                                             
101Opcit, Adiwarman Karim, “Ekonomimikro Islam”, 61. 
 



































3) Tidak membahayakan orang lain,yaitu dalam mengkonsumsiselalu 
menghindari hal-hal yang dapat merugikan orang lain. 
e. Kaidah lingkungan, yaitu dalam mengkonsumsi harus sesuai dengan 
kondisi potensi daya dukung sumber daya alam dan kebertanjutannya 
atau tidak merusak lingkungan. 
f. Tidak meniru atau mengikuti perbuatan konsumsi yang tidak 
mencerminknn etika konsusmsi secara Islami. 
C. Teori Kesejahteraan 
1. Pengertian Kesejahteraan 
Kesejahteraan adalah sebuah kondisi dimana sesoorang dapat 
memenuhi kebutuhan pokoknya, baik kebutuhan akan makanan, pakaian, 
tempat tinggal, air minum yang bersih serta memenuhi kesempatan untuk 
melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yangdapat 
menunjang kualitas hidupnya sehingga hidupnya terhindar dari belenggu 
kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya 
aman tentram, baik lahir maupun batin.102 
Kesejahteraan menurut Prabawa diartikan sebagai kemakmuran, 
kebahagiaan, dan kualitas hidup manusia baik pada tingkat individu maupun 
kelompok keluarga dan masyarakat. Keadaan sejahtera dapat ditunjukkan 
oleh kemampuan mengupayakan sumber daya keluarga untuk memenuhi 
kebutuhan barang dan jasa yang dianggap pentig dalam kehidupan 
                                                             
102Rosni, Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan  Di Desa Dahari Selebar Kecamatan 
Talawi Kabupaten Batubara, Jurnal Geografi, Vol 9 No. 1, (2017), 57. 
 



































berkeluarga. Maka kesejahteraan adalah terpenuhinya seluruh kebutuhan 
baik barang maupun jasa dalam memenuhi kebutuhan keluarga.103 
Kesejahteraan adalah tata kehidupan dan penghidupan sosial, 
material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan 
ketentraman lahir dan batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk 
mewujudkan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial 
yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat.104 
2. Pengertian Kesejahteraan Ekonomi 
Kesejahteraan ekonomi merupakan cabang ilmu ekonomi yang 
menggunakan teknik ekonomi mikro untuk menentukan secara serempak 
efisiensi alokasi dari ekonomi makro dan akibat distribusi pendapatan yang 
saling berhubungan.105 
Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang tidak terlepas dari 
pasar. Pada dasarnya kegiatan ekonomi lebih mementingkan sebuah 
keuntungan bagi pelaku ekonomi dari pasar tersebut. Sehingga sangat sulit 
dalam menemukan ekonomi yang dapat mensejahterakan, apabila dilihat 
dari mekanisme pasar yang begitu kompetitif untuk mencari keuntungan, 
hal itu merupakan salah satu penghambat untuk menuju kesejahteraan. 
Kesejahteraan ekonomi sangat sulit dicapai bila keadaan 
perekonomian tidak semakin membaik, dan masalah ekonomi dianggap 
                                                             
103Rosni, Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan  Di Desa Dahari Selebar Kecamatan 
Talawi Kabupaten Batubara, 57. 
104Rosni, Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan  Di Desa Dahari Selebar Kecamatan 
Talawi Kabupaten Batubara, 57. 
105A. Ghofar Purbaya, Strategi Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat: Kasus Pengusaha 
Krupuk Dan Camilan Hasil Laut Di Pantai Kenjeran Lama Surabaya. Oeconomicus Journal Of 
Economics, Volume 1, No. 1, (Des 2016), 76. 
 



































persoalan kecil yang merupakan bagian dari wilayah besar di masyarakat. 
Dengan perkembangan masyarakat yang makin komplek, kehidupan 
ekonomi menjadi semakin penting dan pada akhirnya dalam sistem 
(ekonomi) kapitalisme seakan-akan menjadi jauh lebih penting daripada 
masyarakat sendiri.106 
3. Jenis-Jenis Kesejahteraan Ekonomi 
a. Kesejahteraan Ekonomi Islam 
Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam merupakan kesejahteraan 
yang secara menyeluruh bisa tercapai, yaitu secara material maupun 
secara spiritual. Konsep kesejahteraan dalam ekonomi Islam tidak bisa 
hanya diukur dari nilai ekonomi saja, tetapi juga mencakup nilai moral, 
spiritual, dan juga nilai sosial. Sehingga kesejahteraan berdasarkan Islam 
mempunyai konsep yang lebih mendalam dan akurat.107 
Ekonomi Islam memandang bahwa kesejahteraan didasarkan atas 
keseluruhan ajaran Islam tentang kehidupan ini. Konsep ini sangat 
berbeda dengan konsep kesejahteraan dalam ekonomi konvensional, 
sebab di dalamnya adalah konsep yang holistik. Secara singkat 
kesejahteraan yang diinginkan oleh ajaran Islam adalah:108 
a) Kesejahteraan holistik dan seimbang, yaitu mencakup dimensi 
material maupun spiritual serta mencakup individu maupun sosial. 
                                                             
106Qurratul a’yun Nailufarh, Kesejahteraan Ekonomi Rakyat; Di Antara Harapan Dan Realitas, 
Balance Economics, Bussiness, Management And Accounting Journal Th. Vii No. 12 Jan 2010, 
29. 
107Ziauddin Sardar, Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam Pada Karyawan Bank Syariah, Jurnal 
ekonomi syariah teori Dan Terapan, Vol. 3 No. 5 (Mei 2016), 391-401; 395. 
108 Martini Dwi Pusparini, Konsep Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam (Perspektif maqasidasy-
Syari’ah), Islamic Economics Journal, Volume 1, Nomor 1, (Juni 2015), 49. 
 



































b) Kesejahteraan yang dicapai di dunia maupun di akhirat, sebab 
manusia tidak hanya hidup di dunia saja tetapi juga akan hidup 
diakhirat. Jika kondisi ideal ini tidak dapat di capai maka 
kesejahteraan di akhirat tentu lebih di utamakan. 
b. Kesejahteraan Ekonomi Konvensional 
Menurut Hakim, ekonomi konvensional membuat indikator 
kesejahteraan berdasarkan beberapa sudut pandang yang berbeda, antara 
lain adalah:109 
1) Adam Smith, dalam buku “The Wealth of Nation” menyatakan bahwa 
kesejahteraan rakyat akan tercapai bila dipenuhi empat prinsip 
ekonomi dasar, yaitu :  
a) Prinsip keseimbangan produksi dan konsumsi; 
b) Prinsip manajemen tenaga kerja; 
c) Prinsip manajemen modal; 
d) Prinsip kedaulatan ada di tanganrakyat. 
2) Miles mengatakan terdapat empat indikator yang di gunakan untuk 
mengetahui kesejahteraan suatu keluarga, yaitu: 
a) Rasa aman (security) 
b) Kebebasan (freedom) 
c) Kesejahteraan (welfare) 
d) Jatidiri (identity) 
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4. Indikator Kesejahteraan 
Menurut Kolle (dalam Bintarto (1989) kesejahteraan dapat diukur 
dari beberapa aspek kehidupan:110 
a. Dilihat dari kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitasrumah, bahan 
pagan dan sebagainya; 
b. Dilihat dari kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, 
lingkungan alam, dan sebagainya;  
c. Dilihat dari kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas pendidikan, 
lingkungan budaya, dan sebagainya; 
d. Dilihat dari kualitas hidup dari segi spiritual, seperti moral, etika, 
keserasian penyesuaian dan sebagainya. 
Tingkat kesejahteraan dapat dipengaruhi oleh pendapatan. Adanya 
perbedan pendapatan dipengaruhi oleh jumlah tanggungan keluarga, tingkat 
pengeluaran untuk tanggungan keluarga yang besar tidak sama dengan 
tingkat pengeluaran tanggungan keluarga yang kecil. Pendapatan adalah 
sejumlah uang yang dimiliki kepala rumah tangga dalam jangka waktu 
selama satu bulan untuk digunakan keluarga dalam memenuhi kebutuhan. 
Pendapatan menjadi tolak ukur untuk mengetahui kesejahteraan seseorang 
dengan melihat pendapatan perkapita per bulan dari satu keluarga. 
sebagaimana diketahui bahwa konsep negara sejahtera, yang mencoba 
menggabungkan mekanisme harga dengan sejumlah perangkat lainnya 
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terutama pembiayaan kesejahteraan oleh negara untuk menjamin sebuah 
keadilan.111 
5. Tingkatan Kesejahteraan Menurut Teori Pareto 
Kriteria yang paling banyak digunakan dalam menilai ekonomi 
kesejahteraan adalah Pareto kriteria yang dikemukakan oleh ekonom 
berkebangsaan Italia bernama Vilfredo Pareto. Kriteria ini menyatakan 
bahwa suatu perubahan keadaan (eg. Intervention) dikatakan baik atau layak 
jika dengan perubahan tersebut ada (minimal satu) pihak yang diuntungkan 
dan tidak ada satu pihakpun yang dirugikan.112 
6. Konsep Kejahteraan Ekonomi dalam Pandangan Islam 
Ekonomi Islam yang merupakan salah satu bagian dari Syariat 
Islam, tujuannya tentu tidak lepas dari tujuan utama Syariat Islam itu 
sendiri. Adapun tujuan utama dari ekonomi Islam yaitu dapat 
merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan baik dunia 
maupun akhirat (falah), serta kehidupan yang baik dan terhormat (al-hayah 
al-tayyibah). Hal ini merupakan definisi kesejahteraan dalam pandangan 
Islam, yang tentu saja ada perbedaan mendasar dengan pengertian 
kesejahteraan dalam ekonomi konvensional yang sekuler dan 
materialistik.113 
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Secara terperinci, tujuan ekonomi Islam dapat dijelaskan sebagai 
berikut: 
a. Kesejahteraan ekonomi adalah tujuan ekonomi yang paling penting. 
Kesejahteraan ini mencakupkesejahteraan individu, masyarakat dan 
negara. 
b. Kebutuhan dasar manusia bisa tercukupi, meliputi makanan, minuman, 
pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, keamanan serta sistem 
negara yang menjamin terlaksananya kecukupan kebutuhan dasar secara 
adil dibidang ekonomi. 
c. Penggunaan dengan optimal, efisien, efektif, hemat dan tidak mubazir. 
d. Distribusi harta, kekayaan, pendapatan dan hasil pembangunan secara 
adil dan merata. 
e. Menjamin kebebasan individu. 
f. Kesamaan hak dan peluang. 
















































GAMBARAN UMUM  
DESA TOBAI BARAT DAN HASIL PENELITIAN 
 
A. Profil Desa Tobai Barat 
1) Sejarah Desa Tobai Barat 
Asal usul munculnya nama Sokobanah adalah sebagai berikut: leluhur 
kita bernama Pangeran Romo (Pangeran Tjokro Negoro ke-II) beliau manjadi 
raja atau adipati Sumenep tahun 1700 M-1702 M dan kawin dengan R.Ay. 
Gumbrek.  Pangeran Romo adalah putra dari Pangeran Gatot kotjo (Adikoro 
ke-I) Pamekasan. Ibunya bernama R. Ay  Otok . Pangeran Romo tjokro negoro 
ke II berputar sbb: 1. R.Ay Ratnadi ( R. Tumenggung wiro menggolo ) yaitu 
Ratu di Sumenep tahun 1705-1707 SM. 2. R. Ahmad (Pangeran jimat atau 
tjokro Negoro ke III) memerintah di Sumenep  pada tahun  1707-1730 SM. 3. 
R.Ay Rasmana  ( Ratu tumenggung Tirtonegoro) yang kawin dengan Bindara 
Saut (R. Tumenggung Tirtonegoro) yang memerintah di Sumenep pada tahun 
1737-1762 M. Sedang  R. Ay Ratnadi nikah dengan pangeran Purwonegoro (R. 
Tumenggung Wiro Menggolo) yang memerintah pada tahun 1705-1707 dan 
mempunyai putra dan putri 11 orang. 
2) Letak Desa Tobai Barat 
Desa Tobai Barat merupakan Desa yang terletak ± 18 Km dari pusat 
Pemerintahan Kecamatan Sokobanah. Secara administratif batas-batas Desa 
Tobai Barat adalah sebagai berikut:  
Sebelah Utara : Desa Pancor Kecamatan Ketapang 
 



































Sebelah Selatan : Desa Gunung Kesan Kecamatan Karang Penang 
Sebelah Barat : Desa Gunung Rangcak Kecamatan Robatal 
Sebelah Timur : Desa Tobai Tengah Kecamatan Sokobanah 
Desa Tobai Barat mempunyai  lima Dusun, RW (Rukun Warga) dan RT 
(Rukun Tetangga) berada pada ketinggian 35 M di atas permukaan laut dengan 
curah hujan (mm)197. Sedangkan jarak tempuh Desa Tobai Barat menuju ibu 
kota kabupaten Sampang yaitu35 km, yang dapat ditempuh dengan waktu 
sekitar 1 Jam. 
3) Luas Desa Tobai Barat 
Luas wilayah Desa Tobai Barat adalah 9,35luas (Km2). Sebagian besar 
wilayah Desa Tobai Barat berupa dataran.  Secara agraris tegal dan tanah 
sawah juga relatif luas sebagai lahan penanaman untuk tanaman dalam 
semusim. Menurut jenis penggunaan tanahnya, luasan tersebut terpeinci 
sebagai berikut: 
Tabel. 3.1. 
Luas tanah menurut penggunaan 
No Jenis Penggunaan Tanah Luas (Ha) 
1. Pemukiman, Perumahan dan  Pekarangan 128,700 
2. Sawah 1,900 
3. Tegal, Perkebunan 804,500 
4. Tanaman Kayu 54,000 
 Sumber Data: Kecamatan Sokobanah Dalam Angka 2014, BPS Kab. Sampang 
4) Potensi Sumber Daya Alam 
Faktor fisik yang diperlukan dalam merencanakan suatu kawasan adalah 
topografi, goelogi, hidrografi dan kendala-kendala fisik lainnya.Topografi 
 



































adalah studi tentang bentuk permukaan bumi umumnya menyuguhkan relief 
permukaan. Topografi Desa Tobai Barat sebagian besar terdiri dari Wilayah 
datar. Lahan pertanian (sawah) yang luanya 1.900 Ha belum difungsikan secara 
optimal danpengairan tanahnya masih menggunakan metode hujan. Hanya 
sebagian kecil yang menggunakan bantuan irigasi. Tegalan seluas 804,500 
yang masih dapat ditingkatkan produktifitasnya karena saat ini cukup banyak 
lahan yang kurang produktif masih bisa dikembangkan lebih lanjut.  Tanaman 
kayu 54,000 yang dapat dioptimalkan sebagai perkebunan rakyat. Belum lagi 
luas area pekarangan warga Tobai Barat yang cukup luas sekitar 128,700 Ha. 
Sementara iklim adalah nilai rata-rata dari keadaan alam di udara pada 
suatu tempat dalam waktu yang cukup lama. Iklim merupakan salah satu unsur 
yang sangat penting dalam kehidupan di bumi. Sebagaimana dalam bidang 
pertanian, iklim mempunyai pengaruh yang cukup besar, misalnya untuk 
penentuan masa tanam. Desa Tobai Barat secara umum beriklim tropis. Rata-
rata curah hujan setiap bulan di Kecamatan Sokobanah secara umum dapat 
dilihat dalam tabel berikut: 
Tabel 3.2. 
Data Banyaknya Hari Hujan Dan Rata-Rata Curah Hujan 
Setiap Bulan Di Kecamatan Sokobanah 
No. Bulan Hari 
hujan 
Curah hujan (mm) 
1  Januari 19 197 
2  Pebruari 7 180 
3  Maret 8 107 
4  April 6 71 
5  Mei 13 
 
227 
6  Juni 10 181 
7  Juli 8 262 
8 Agustus 7 183 
 



































9  September 9 168 
10  Oktober 5 67 
11  Nopember 11 161 
12  Desember 26 332 
Jumlah 122 1.953 
Sumber Data: Kecamatan Sokobanah Dalam Angka 2014, BPS Kab. Sampang. 
B. Sejarah Gadai Tanah di Desa Tobai Barat 
Sejarah muculnya transaksi gadai di Desa Tobai Barat berawal dari 
kesepakatan yang dibuat di zaman dulu (tidak ada waktu tertentu). Menurut  
salah satu tokoh mastarakat saat dikujungi oleh peneliti bahwa transaksi gadai 
tanah atau ghedih dalam bahasa mereka, muncul sudah sangat lama,  dimana 
pada saat itu masyarakat sangat sulit untuk memenuhi kebutuhannya. Tanah 
yang dimiliki terpaksa harus digadaikan kepada masyarakat yang memiliki 
kecukupan dana dan memilki keinginan menerima gadai tanah tersebut. 
Mereka menggadaikan tanahnya karena terdorong kebutuhan yang 
sangat mendesak. Selain itu karena tanah yang mereka miliki tidak mampu 
digarap sendiri sehingga digadaikan kepada orang lain daripada dibiarkan 
tanpa dimanfaatkan.114Dalam akad gadai tanah itu di dalamnya disepakati 
bahwa; 
1. Tanah yang digadaikan menjadi tanggung jawab penerima gadai 
2. Tanah otomatis digarap oleh penerima gadai 
3. Hasil dari pemnafaatan tanah gadai menjadi milik penerima gadai sebagai 
peggarap 
                                                             
114 KH. Abd. Razak, Wawancara, Sampang, 31 Mei 2020. 
 



































4. Penggadai akan diberi hasil dari pemanfaatan tanah gadai lebih sedikit dari 
penerima gadai (sesuai pemberian penerima gadai). 
5. Tanah tidak lagi dalam kekuasaan penerima gadai pada saat uang pinjaman 
sudah dikembalikan oleh penggadai 
6. Uang pinjaman dikembalikan saat batas waktu sudah selesai 
C. Penanganan jika terjadi masalah 
Dalam praktik gadai tidak selalu berjalan tanpa sebuah permasalahan, 
kadang ada saja masalah yang harsu dihadapi. Masalah yang mungkin muncul 
dalam gadai ini misalnya; jika seandainya pihak penggadai tidak bisa 
membayar hutangnya dikarenakan tidak mampu atau karena faktor lain, maka 
harus ada penanganan yang serius sehingga mampu menjadi solusi bagi para 
pelaku gadai tanah tersebut. Adapun penanganan masalah dalam transaksi 
gadai adalah; 
1. melibatkan tokoh agama 
2. melibatkan tokoh masyarakat 
3. melakukan musyawarah kekeluargaan 
Hasil dari musyawarah akan diambil untuk dijadikan sebuah pemecah 
dari permasalahan yang terjadi. Hanya saja, yang perlu diketahui bahwa di 
Desa Tobai Barat jarang sekali terjadi masalah yang dianggap besar, sebab 
mereka dalam melakukan gadai tanah ini atas unsur kekeluargaan atau unsur 
tolong-menolong yang saling mengerti antara penggadai dan penerima gadai. 
Sehingga masalah yang terjadi bisa diatasi dengan cara-cara yang gampang 
tanpa perlu melibatkan banyak orang atau tokoh. Tidak sampai mengambil alih 
 



































hak kepemilikan tanah, bahkan jarang terjadi kasus lelang harga tanah. Dalam 
permasalahan hutang yang tertunda pengembaliannya kepada penerima gadai 
pihak keluarga yang bertindak melunasi hutang tersebut. Oleh karena itu jarang 
sekali terjadi masalah yang menyebabkan hak kepemilikan tanah beralih 
kepada penerima gadai, namun sebelum uang dilunasi, tanah tetap dalam 
kekuasaan penerima gadai.115 
D. Hasil Penelitian 
1. Praktik gadai tanah di Desa Tobai Barat 
Berdasarkan obesrvasi lapangan yang dilakukan oleh peneliti, pada 
masyarakat yang menggadaikan tanah dan yang menerima gadai di Desa 
Tobai Barat dimana mereka inilah yang menjadi responden dalam penelitian 
ini. Mereka yang menjadi responden juga memiliki profil yang berbeda-
beda mulai dari petani, ibu rumah tangga, guru, tokoh agama dan tokoh 
masyarakat. 
Dalam kehidupan sehari-hari, tentunya sebagai makhluk hidup butuh 
berintraksi dan menjalankan transaksi-transaksi yang tujuannya untuk 
menunjang kehidupan yang mereka jalani. Salah satu aspek penting dalam 
melakukan transaksi yakni dengan mempraktikkan akad gadai, yaitu 
menggadaikan tanah antar masyarakat sekaligus pemanfaatan tanah 
tersebut. Berawal dari pinjam-meminjam uang yang kemudian disertai 
barang jaminan yang berupa tanah merupakan kebiasaan masyarakat Desa 
Tobai Barat dalam menjalankan transaksi gadai. 
                                                             
115 Bapak Moh. Niri, Wawancara, Sampang, 30 Mei 2020. 
 



































Dalam melakukan transaksi gadai tanah yang didasari kebutuhan 
baik yang bersifat konsumtif ataupun yang bersifat produktif tentu pelaku 
selalu memperoritaskan keuntungan dan hasil yang bisa diambil dari akad 
transaksi gadai tersebut. Di pihak penggadai, dana yang didapatnya akan 
digunakan semaksimal mungkin agar bisa mendapat hasil yang diinginkan. 
Sedangkan di pihak penerima gadai berusaha memaksimalkan tanah yang 
ada dalam kekuasaannya yakni dengan menggarap atau memanfaatkannya 
supaya bisa mendapatkan hasil yang juga maksimal. Sebagaimana diketahui 
dalam aturannya, hasil dari pemanfaatan barang jaminan ini akan dibagi dua 
dengan penggadai, di situlah ekonomi meraka akan mengalami peningkatan. 
untuk mengetahui kepastian data dalam penelitian ini, maka peneliti akan 
turun langsung kepada masyarakat yang sudah atau sedang melakukan akad 
gadai ini dengan melakukan observasi dan bertanya langsung kepada 
mereka sebagai responden. Pinjam-meminjam uag ini karena kebutuhan 
yang sangat. Hal itu sebagaimana yang dipaparkan oleh bapak Sukdi, umur 
36 tahun yang berprofesi sebagai petani, dengan bahasa Madura dia  
mengatakan: 
 “Mon edina’ jiah oreng maghedih tana biasanah keng nginjem pesse 
abhek rajah pas oreng se nginjem pesse jiah aberri’ ghe’ jaghe’ tana 
makle e klakoneh bhi’ oreng se nremah ghedi. Contonah; Ali 
ngijemah pesse ke Muhammad, pas ngucak Mad, engkok steah andik 
kbutoan keng engkok tak andik pesse, mon kakeh andik pesse engkok 
nginjemah dhinah tang tana roah bhi’ kakeh klakoh. Ajiah tang 
pengetaoan jiah le’.” 
 
“Iya kalau gadai tanah disini karena minjam uang kepada orang lain 
nanti tanahnya yang mau minjam uang itu disertakan sebagai jaminan 
hutang tadi. contohnya, Ali  mau berhutang uang kepada Muhammad, 
lalu Ali berkata “Mad, saya punya banyak kebutuhan sedangkan saya 
 



































kekurangan uang, kalau sampean punya uang lebih, saya mau minjam 
dulu nanti tanah yang ada di sana itu (menunjuk tanah yang dijadikan 
barang jaminan) kamu kerjakan. Nah kalau Muahmmad memang 
punya uang dan tertarik menerima gadai, maka dia ngasih uang yang 
diminta Ali, kayak itu contohnya, tapi yang saya tau di sini lho.”116 
 
Tujuan masyarakat menggadaikan tanahnya adalah karena terdorong 
oleh kebutuhan keluarga yang merupakan kebutuhan  konsumtif dan 
kebutuhan produktif, sedangkan dana yang tersedia belum cukup untuk 
memenuhi kebutuhan tersebut, maka akad gadai bisa diterapkan oleh 
masyarakat sebagai salah satu solusi untuk menutupi kebutuhan mereka. 
Kebutuhan-kebutuhan, baik yang konsumtif maupun yang konumtif 
merupakan kebutuhan yang harus terpenuhi, hanya saja dalam kebutuhan 
yang bersifat produktif, sesoorang akan menggunakan dana yang 
dimilikinya dengan sebaik mungkin untuk mendapatkan hasil yang lain. 
Dana hasil gadai tanah tidak mereka sia-siakan untuk sekedar 
kebutuhan konsumtif yang akan habis dalam waktu singkat. Akan tetapi 
mereka gunakan untuk sebuah bisnis atau hal-hal yang bisa menguntungkan. 
Untuk mencapai keinginan itu merekagunakan dana tersebutuntuk membeli 
sapi.Hewan itu mereka rawat sebaik mungkin, ada yang dibuat ternak ada 
juga yang dirawat untuk diperbesar yang dipersiapkan dalam waktu yang 
lumayan lama dan kemudian dijual untuk diambil hasilnya. Jadi sapi 
peliharaan mereka dijual lalu membeli sapi baru untuk dirawat  sebagai 
peliharaan lagi. Hal itu mereka lakukan dengan tujuan supaya dana hasil 
gadai tanah tidak hilang begitu saja, maka dengan dibuat membeli sapi 
                                                             
116Sukdi, Wawancara, Sampang, 27 Februari 2020. 
 



































untuk dipelihara, otomatis dana tersebut tetap ada dan tetap terjaga menjadi 
harta simpanan yang bisa digunakan ketika dibutuhkan sebagaimana 
disampaikan oleh Ibu Marjari, umur 50 tahun dia mengatakan; 
 “Tang tana se e pa ghedih jiah polan bennyak kebutoan. Kebutoan 
depor, lebbinah ekabhellih sapeh, ben pole tana makle massak mon e pa 
ghedih jhe’reng  e klakoh bhi’ se nge-dhiih. Deddih ollenah se nginjem 
pesse bhi’ engkok e ghebey tambenah melleh sapeh makle e kenning 
kala’ mon teppak andik parloh, kan mon e kabellih sapeh pas eobu pas 
rajah ting ejuwel kan pakkun olle bheteh, sapeh jiah mon la seddeng 
juwelleh e juwel pas e kabellih pole, teroos de’iyeh. Iyeh mon karo e 
angghuy untuk se laen kareh tebbes maghedih tana. Eman kareh ma 
ghedih tana koduh ka bellih bhereng se nga olle keontongan.”117 
 
Dari paparan di atas dapat dipahami bahwa; 
 
“Tanah saya yang digadaikan itu karena banyak kebutuhan.Kebutuhan 
dapur (kebutuhan konsumtif) dan lebihnya dibuat beli sapi. Jadi, uang 
yang diperoleh dari menggadaikan tanah sama saya dibuat tambahan beli 
sapi supaya bisa diambil ketika ada keprluan. Kan kalau dibuat beli sapi 
lalu dirawat dan kemudia setelah besar dan dijual kan pasti dapat 
keuntungan.Sapi yang dipeliharaitu kalau sudah waktunya dijual, 
kemudian beli lagi dan terus-menerus begitu. Iya kalau hanya dibuat 
keperluan yang lain, hanya percuma sudah menggadaikan tanah. Sayang 
kalau menggadaikan tanah tidak dibuat membeli barang yang 
mnghasilkan.” 
Kebiasaan masyarakat Desa Tobai Barat dalam menunjang pendapatan 
ekonomi mereka dengan mempraktikkan akad gadai. Gadai ini karena ada 
sejumlah dana pinjaman yang disertai tanah sebagai barang jaminan atas dana 
yang dipinjamnya, kebiasaan ini hampir selalu memberikan barang jaminan 
yang berupa tanah. Namun ternyata tidak setiap ada pinjaman uang selalu 
disertai jaminan tanah. Segaimana disebutkan oleh bapak jumali saat 
diwawancarai oleh peneliti sebagai berikut; 
“Tak skabbinah nginjem pesse pas koduh abrrik tana, pesse se e enjhem 
jiah lakar abek rajah skeranah tana jiah pantes e gebey ge’ cage’. Mon pas 
                                                             
117Ibu Matjari, Wawancara, Sampang, 01 Maret 2020. 
 



































setiap nginjem pesse koduh a berrik tana kan tak sbending. ben pole ma 
ghedih tana jiah kan keng padeh terro.” 
 
“Tidak setiap minjam uang selalu disertai tanah sebagai jaminan. uang 
yang dipinjam itu lumayan besar sekiranya tanah itu pantas dijamikan 
jaminan. kalau setiap minjam uang harus disertai tanah, kan tidak 
sebanding. Apalagi menggadaikan tanah itu memang atas keinginan kedua 
pelaku akad gadai.”118 
Dia juga menjelaskan bahwa selama ini dia menggdaikan tanahnya hanya 
satu kali, namun lumayan lama, yakni empat tahun (mulai tahun 2016 -
sekarang). Seperti berikut; 
“Engkok coma me ghedih skalean, skitar olle pa’ taonan reah lah.” 
“Saya yang menggadaikan tanah hanya satu kali, sekitar empat tahunan.” 
Dalam akad gadai ada rukun yang harus dijalankan oleh pelakunya, 
diantara rukun gadai yang harus dipenuhi adalah bahwa barang jaminan dalam 
gadai tersebut harus disepakati batasan waktu yang harus ditetapkan oleh kedua 
pihak. Hal ini bertujuan agar terhindar dari hal-hal yang tidak dinginkan. 
Kebiasaan gadai tanah yang biasa dipraktikan oleh masyarakat Desa 
Tobai Barat lebih banyak yang memilih kondisional atas unsur saling ridho. 
Artinya dalam pelaksanaan akad gadai tanah di Desa Tobai Barat tidak 
menyebutkan batasan waktu penebusan barang jaminan tersebut karena sudah 
biasa dipraktikkan seperti itu. Hal ini dapat kita ketahui dari paparan bapak 
Musamma; 
“Mon bhektoh penebusen adek, jhe’ reng mon e dinna’ reah makeh tak e 
bherri’ bhektoh, oreng la nganggep biasah. Ben lakar nga’ jiah se e 
praktek bhi’ oreng.Molae lambe’ la nga’ jiah. Ye mon andik se e 
tebbusakiyeh, e tebbus.” 
 
“Kalau waktu penebusan gak ada, sebab orang-orang di desa ini 
meskipun tidak disertai batasan waktu sudah dianggap hal biasa. Dan 
                                                             
118Bapak Jumali, Wawancara, Sampang, 03 Maret 2020. 
 



































memang yang dipraktik dari dulu seperti itu.Ya kalau punya uang yang 
yang cukup ya ditebus tanahnya.” 
Adapun terkait awal mula akad praktik ini muncul, bapak yang berprofesi 
sebagai petani itu menjawab bahwa dirinya tidak tahu secara pasti. Namun 
yang jelas praktik gadai tanah ini memang sudah lama dipraktikkan. Bahkan 
sejak dia kecil, kebiasaan praktik gadai tanah sudah menjadi kebiasaan 
masyarakat sebagaimana yang dijelaskan; 
“Engkok tak taoh mon masalah de’ ade’en. keng se jelas akad ghedih tana 
jiah mulae lambe’ engkok ki’ ni’ kene’ la taoh.”119 
 
“Saya tidak tahu kalau masalah awal mulanya, tapi yang jelas akad gadai 
tana ini muali dari dulu saya masih kecil memang sudah tahu.” 
Kebiasan masyarakat Desa Tobai Barat dalam mempraktikkan gadai 
tanahnya memang masih manual. Artiya tanah yang mereka gadaikan hanya 
terbatas kepada sesama masyarakat saja, ini tentu ada tujuan tersendiri. Ada 
banyak tujuan yang mereka miliki antara lain adalah; 
1) Menjaga kondisi tanah 
Bila tanah digadaikan kepada sesama masyarakat, maka tentu tanah tersebut 
akan difungsikan oleh penerima gadai. Sehingga kondisi dan kualitas tanah 
tidak menurun dan tetap dalam kondisi subur. 
2) Dapat menerima hasil tanah gadai 
Tanah yang digadaikan dapat memberikan hasil bagi pemiliknya, ini bila 
tanah tersebut dimanfaatkan oleh penerima gadai dan bila hasilnya dibagi 
dua. Dengan begitu tanah gadai tersebut akan tetap memberikan manfaat 
bagi pemilknya meskipun dalam masa gadai. 
                                                             
119Bapak Musamma/Rianto, Wawancara, Sampang, 05 Maret 2020. 
 



































3) Mengikuti kebiasaan 
Masyarakat Desa Tobai Barat dalam menggadaikan tanahnya kepada 
sesama masyarakat karena hal itu sudah dianggap menjadi kebiasaan oleh 
mereka. 
4) Lokasi lembaga keuangan jauh dari masyaralat 
Lembaga keuangan yang menjadi mediator penyaluran dana kepada 
masyarakat belum ada yang beroperasi di Desa Tobai Barat sehingga 
masarakat selalu menggadaikan tanahnya terbatas kepada sesama 
masyarakat. 
5) Memiliki rasa takut 
Perasaan takut, kawatir yang dirasakan masyarakat Desa Tobai Barat dalam 
menggadaikan tanahnya kepada lembaga keuangan. Mereka banyak yang 
tidak mengenal lembaga keuangan, sehingga mereka tidak berani 
menggadaikan tanahnya kepada lembaga keunagan. Bahkan mereka ada 
yang mempercayai jika tanah digadaikan kepada lembaga keuangan akan 
disita dan diambil oleh pihak lembaga keuangan jika tidak mampu 
membayar hutangnya dalam waktu yang ditentukan. Sebagaimana yang 
dijelaskan oleh bapak Abd. Ghafar sebagai berikut; 
“Jhe’ reng anuh pak mon ka’dintoh nikah bank nikah sulit, jhe’ reng e 
ka’toh nikah pedesaan, ben pole e ka’dintoh nikah mon maghedih ka 
bank can oreng mon tak bisah majher e dhelem bhektoh tello bulen e 
kala’ tananah deddih ghuleh takok mon ma ghedih ka bank. Jhe’ e 
ka’toh nikah la umum oreng nikah mon ma ghedih, e paghedih ka 
tetanggheh, daripada tana tak e klaokh pak. Mon e pa ghedih ke bank 
pas napah se ebhejerakiyeh budhu’un, deddih ghuleh takok. Mon bank 
aslinah bedeh keng jeu, coma ghuleh takok ka oca’an oreng kassah, 
 



































keng karo jhe’ reng ghuleh takok se ebhejerakyeh selama tello bulen 
nikah.”120 
 
“Begin pak, kalau disini bank agak sulit, sebab disini pedesaan. Dan 
juga disini kalau menggadaikan tanah ke bank kata orang-orang kalau 
tidak bisa melunasi dalam waktu tiga bulan, maka tanah akan diambil 
oleh pihak bank. Jadi saya takut yang mau menggadaikan tanah ke 
bank. Apalagi disni sudahumum orang-orang kalau menggadaikan 
tanahnya digadaikan ke sesama masyarakat, dan juga tanah tidak 
manfaatkan selama gadai berlangsung pak. Kalau digadaikan ke bank, 
lalu apa yang harus saya bayarkan untuk bunga dari bank ini. Jadi 
saya takut. Kalau bank sebenarnya ada cuma lokasinya jauh, tapi saya 
takut yang dikatakan orang-orang tentang resiko tadi itu.” 
 
Pinjam-meminjam yang disertai jaminan tanah sebagai pengikat dari 
akad gadai yang biasa diterapkan oleh masyarakat Desa Tobai Barat tentu 
berkaitan dengan besar-kecilnya dana yang dipinjam. Ini supaya dalam 
penyerahan tanah sebagai bang jaminan tersebut sebanding dengan dana yang 
dipinjamnya. Tetapi tidak semua pinjaman selalu disertai jaminan tanah. 
Artinya tanah tersebut hanya diikut sertakan sebagai jaminan bila dana yang 
dipinjamnya terbilang cukup untuk disertai tanah. Menurut salah satu informen 
saat diwawancara beliau menjelaskan bahwa yang biasa disertai barang 
jaminan tanah minimal lima juta dan tidak ada batasan maksimal dana yang 
dipinjamkan  tergantung pelaku akad. Hal ini agar tanah sebanding dengan 
dana yang dipinjamnya. Sebagaimana beliau sebutkan; 
“Ye tak taoh keyah mon bungkolah berempah, keng kan tak mungkin 
nginjem skoenne’ pas tana e pa noro’. keng mon can engkok lima 
jutah jiah la pas, mon benyyaan ka suka se kduweh.” 
 
“Ya, kalau masalah batasan uang yang dipinjam saya kurang tahu, 
tetapi kan idak mungkin minjam uang sedikit kemudian menyertakan 
tanah. Namun kalau menurut saya sekitar lima jutaan paling sedikit, 
kalau batas maksimal tidak ada batasnya.” 
                                                             
120Abd. Ghafar, Wawancara, Sampang, 8 Januari 2020. 
 



































Pada dasarya luas tanah yang biasa dijadikan barang jaminan tidak ada 
batasnya hanya saja biasanya  milimal satu hektar. Namun untuk luasnya tanah 
ini tidak menjadi ukuran dana yang dipinjmanya, bahkan pihak penggadai ada 
yang minta tambahan dana di tengah berlangsungnya akad gadai. Hal ini sah-
sah saja di kalangan mereka sebab dalam akad gadai ini mereka menjalankan 
unsur tolong menolong yang saling memahami satu sama lainnya dan yang 
tanah tersebut cocok dijadikan jaminan. yang mana beliau melajutkan 
penjelasannya sebagai berikut; 
“Mon soal loasseh tana tak nentoh keng biasanah lakar semmoh loas, 
ra kerah se hektaran lah paleng skonne’ skeranah padeh ma nyaman 
ke se a ghedi’ih.”121 
 
“Kalau soal luas tanah nya tidak menentu tapi biasanya memang 
lumayan luas minimal perkiraan satu hektar.” 
Tanah selalu menjadi obyek sebagai barang jaminan pengikat hutang 
yang biasa diberlakukan oleh masyarakat Desa Tobai Barat. Meskipun tanah 
adalah ladang utama pencaharian mereka, namun tanah tetap digadaikan 
kepada orang lain untuk mendapatkan pinjaman uang atau modal usaha 
mereka. Tentu ada alasan tertentu mengapa tanah yang selalu menjadi obyek 
sebagai pengikat hutang tersebut, diantaranya adalah, karena faktor kebiasaan 
masyarakat dalam meminjam dana  tanah yang menjadi barang jaminan, selain 
itu karena faktor simpanan utama yang paling berharga hanya tanah. Sehingga 
tanah akan selalu menjadi obyek barang jaminan dari pinjaman dana tersebut. 
Ada juga alasan yang menyertakan bahwa tanah bisa memberikan keuntungan 
                                                             
121Kh. Abd. Razak, Wawancara, Sampang, 8 Januari 2020. 
 



































bagi penerima gadai sehingga memuluskan rencana pinjaman dana. 
Sebagaimana disebutkan oleh bapak Saniro sebagai berikut; 
“Abrerri’ jaminan tana polan keng la kebiasa’nah oreng nga’ jia, ben 
pole tadek bereng laen se eka andik karo tana, deddih tana se e ghebey 
ghe’ jaghe’, ben pole mon tana se e ghebey ghe’ caghe’ enjeman 
lancar.” 
 
“Barang jaminan berupa tanah kerena kebiasaan masyaraat memang 
seperti itu, kemudian juga karena tidak ada barang lain, selain itu 
kalau tanah yang dibuat jaminan, maka pinjaman akan cair.” 
Namun demikian, tidak berarti kondisi ekonomi masyarakat yang 
menggadaikan tanahnya akan menurun, sebab mereka tidak akan rela 
menggadaikan tanahnya jik hanya memiliki tanah terbatas. Kondisi ekonomi 
masyarakat penggadai tanah tidak menurun lantaran mereka memiliki tanah 
yang lumayan banyak, sehingga tanah yang digadaikan hanya bagian dari 
kepemilikan simpanannya. Maka tanah yang digadaikan tidak menyebabkan 
menurunnya ekonomi penggadai, justru tanah tersebut memberikan keuntungan 
jangka panjang yang berupa kestabilan dan kesuburan jika tanah tersebut selalu 
digarap oleh pemegang tanah tersebut. 
“Se maghedih tana jiah tak kerah oreng se karo andik tana pas-pasan, 
mon pas karo andik tana situung e pa ghedih, yeh pas tadhe’ se e 
klakoah dhibi’. Deddhih oreng se maghedih tana jiah keng andik tana 
benyak. Ben tak kerah pas ma misken bheli’ nyaman tana pakkun 
genteng mon teus e klakoh.”122 
 
“Orang yang menggadaiakn tanahnya tidak mungkin hanya 
mempunyai tanah yang terbatas, kalau hanya punya tanah satu lalu 
digadaikan, lan gak ada yang mau digarap sendiri. Jadi rang yang 
menggdaiakn tanahnya karena mempunyai tanah yang lumayan 
banyak. Dan tak mungkin tanah yang digadaikan itu menyebabkan 
kemiskinan, bahkan penggdai mendapat keuntungan dari kondisi 
tanahnya tetap subur.” 
 
                                                             
122Saniro, Wawancara, Sampang, 17 Maret 2020. 
 







































2. Pemanfaatan tanah gadai oleh penerima gadai tanah di Desa Tobai 
Barat 
 
Indonesia memiliki dua musim yakni musim hujan dan musim kemarau, 
di dua musim ini adalah kesempatan besar yang dimanfaatkan masyarakat Desa 
Tobai Barat dalam melakukan pembenihan atau bercocok tanam. Ada banyak 
jenis tanaman yang mereka tanam agar bisa mendapatkan hasil dari tanaman 
tersebut. Di musim hujan, jenis tanaman biasanya yang ditanam oleh 
masyarakat Desa Tobai Barat diantaranya adalah padi, jagung, bawang merah, 
dan kacang. Sedangkan di musim kemarau, mereka lebih banyak menanam 
tembakau. Dari semua jenis tanaman itulah mereka memanfaatkan tanah 
ladangnya atau tanah hasil gadainya dalam meningkatkan ekonomi mereka. 
Pemanfaatan tanah gadai ini supaya bisa mendapatkan hasil maka harus 
ditanam jenis tanaman yang disebutkan oleh bapak Snawi sebagai berikut; 
“Mon nambhere’ ye e tamenneh padih, kadheng kacang, terkadheng 
jhegung, bhebeng mera, tak pas nentoh mon e dinna’. Mon nimor 
kebennyaan e tamenneh bhekoh, keng bedeh se karo e tamennih 
jhegung makle bisa e pakan aki sapeh, mon a buwe ye olle jhegung 
keng tak rajah mon teppak nimor jhe’ reng mlarat aeng, bedeh se tak e 
tamenneh, tergantung orengah”.123 
 
“Kalau musim hujan biasanya ditanami padi, terkadang ditanami 
kacang, kadang ditanami jagung, atau bawang merah juga ada, disini 
masyarakat tidak menentu pada satu jenis tanaman.Kalau musim 
kemarau memang kebanyakan ditanami tembakau, ada juga yang 
ditanai jagung supaya bisa dibuat makanan sapi, dan buahnya bisa 
dimanfaatkan sendiri. Namun kalau musim kemarau tidak banyak 
buahnya soalnnya jarang air.” 
 
                                                             
123Snawi, Wawancara, Sampang, 30 Maret 2020. 
 




































Jenis-jenis tanaman yang biasa ditaman oleh penerima gadai 
tanah di desa tobai barat 
No Musim Jenis Tanaman Musim Jenis Tanaman 
1 Hujan Padi Kemarau Tembakau 
2 Hujan Jagung Kemarau Tembakau 
3 Hujan Kacang Tanah Kemarau Tembakau 
4 Hujan Bawang Merah Kemarau Jagung 
 
Jenis tanaman di musim hujan beragam, berbeda di musim  kemarau 
yang lebih banyak ditanami tanaman tembakau. Hal ini karena musim 
kemarau di Desa Tobai Barat memang selalu menanam tanaman bahan rokok 
tersebut. Ada juga yang menaman jagung, ini karena kurang yakinnya 
masyarakat akibat trauma di musim sebelumnya. Maka hasil tergantung 
faktor cuaca sebab tidak jarang masyarakat yang justru rugi dari hasil 
bertanianya akibat gagal panen. 
Tanah gadai selalu dimanfaatkan atau digarap oleh pemegang hak 
kuasa, yang dalam hal ini hak tanah jaminan gadai tersebut berada di tangan 
penerima gadai, mereka yang akan menggunakan tanah tersebut. Pemanfatan 
tanah jaminan ini memberikan kontribusi besar bagi penerima gadai dalam 
peningkatan ekonominya. Hubungan pemanfaatan tanah jaminan ini yang 
dilakukan oleh penerima gadai terletak pada bagaimana tanah jaminan ini 
bisa digarap dan tentunya mendapatkan hasil dari pemanfaatan tersebut. 
Sehingga pemanfaatan tanah jaminan ini mampu memberikan tambahan 
pendapatan penerima gadai. Sebagaimana yang disebutkan oleh bapak Abdul 
 



































Hasan, bahwa tanah yang hasil gadai ini memang selalu digarap agar bisa 
mendapatkan hasil dan menambah ekonomi mereka dari penggarapan ini. 
Pemanfaatan tanah hasil gadai akan selalu memberikan hasil positif 
yang banyak bilamana dalam pemanfaatan tanah tersebut tidak ada kendala 
yang menyebabkan hasil tanaman merugi. Maka cara agar ekonomi 
meningkat harus digarap dan ditanami jenis tanaman yang cocok di setiap 
musimnya. Dia juga menyebutkan bahwa luas tanah yang ia terima dari 
penggadai hanya sekitar satu hektar, dan dari satu hektar tersebut bisa 
mengambil hasil yang lumayan banyak saat ditanami jenis tanaman di setiap 
musimnya. Oleh karena itu pemanfaatn tanah gadai ini bisa memberikan 
kontribusi dan meningkatkan ekonomi pelaku gadai itu sendiri terutama bagi 
penerima gadai sebagaimana dikatakan oleh bapak Abdul Hasan sebagai 
berikut; 
Hubungan pemanfaatan tanah dengan peningkatan ekonomi terdapat 
pada bagaimana tanah tersebut dimaksimalkan untuk ditanami. Di bawah ini 
juga membahas tentang peningkatan ekonominya penerima gadai. Paparan 
Bapak Abdul Hasan bahwa; 
“Enggi hubungnah e tamenneh padih mon musim ojhen, mon 
nambhere’ e tamenneh jegung pas e jhuwel kan termaso’on olle pesse 
bennyak. Deddih e dhelem semusim nikah olle duwe’, jhegung ben 
padih, enggi olle bennyak derih nikah.” 
 
“Iya, hubungannya tanah tersebut harus ditanami, kalau musim hujan 
ditanami padi, kalau di musim kemarau ditanami jagung kemudian 
dijual kan dapat uang banyak. Jadi dalam semusim itu dapat dua hasil 
yakni hasil dari padi dan dari jagung.” 
 
“enggi ajamin meningkat, soalllah mon e tamenneh padih otabeh 
jhegung pas e juwel kan olle pesse bennyak, soallah mon tak e klakoh 
 



































kan tak menjamin kan nikah. Deddih bhi’ ghuleh e lakonih pas tambe 
meningkat tang ekonomi.” 
 
“Iya, menjamin meningkatkan ekonomi, soalnya kalau ditanami padi 
atau jagung lalu djual, kan dapat uang banyak, soalnya kalau tidak 
ditanami apa-apa, kan tidak menjamin. Jadi saya manfaatkan tanah 
nya lalu pendapatan saya tambah meningkat.” 
 
“caranah peneremah ghedih makle meningkat harus klakoh tanah 
nikah, misallah e tamenneh padih kan ollenah kassah atamba 
meningkat. Enggi koduh klakoh tana nikah mon terro ekonominah 
atambaah meningkat, enggi mon tak eklakoh tak atamba meningkat. 
Deddih tamenneih padih otabeh bhereng se laen skeranah bisah olle 
obheng kassah.”124 
 
“Cara agar ekonomi penerima gadai bisa meningakat, maka tanah 
hasil gadai harus dimanfaatkan. Misalnya ditanami padi, kan hasil dari 
padi itu yang bisa menambah pendapatan. Ya kalau tidak 
dimanfaatkan, tidak mungkin meningkat ekonomi penerima gadainya. 
Jadi harus tanami padi atau jenis tanaman lainnya yang sekiranya bisa 
menghasilkan uang.” 
 
Kendati pemanfaatan tanah jaminan gadai ini memberikan banyak 
kontribusi yang nyata, namun hal itu lebih banyak dirasakan oleh pemegang 
tanah itu sendiri, yakni penerima gadai. Maka pihak penggadai tidak bisa 
mengandalkan harapan pada hasil tanah yang digarap oleh penerim gadai, 
sebab tanah sepenuhnya di tanagan penerima gadai tersebut. Ketidaksamaan 
di sini tentu karena sistem bagi hasil tidak diterapkan dengan maksimal 
sehingga kontribusi dari hasil pemanfaatan tanah gadai ini hanya dirasakan 
oleh salah satu pelaku gadai dan tidak bisa dirasakan bersama. 
Seperti yang dijelaskan di atas bahwa kebiasaan tanah gadai yang 
diterapkan masyarakat Desa Tobai Barat memang  sepenuhnya dimiliki oleh 
penerima gadai dan hasil dari pemanfaatan tanahnya juga kembali penuh 
                                                             
124 Abdul Hasan, Wawancara, Sampang, 10 Februari 2020. 
 



































kepadanya. Penerima gadai berhakk menentukan berapa persen yang akan 
diberikan kepada penggadai. Hal ini karena sudah menjadi tradisi atau 
kebiasaan masyarakat ketika mempraktikkan gadai, maka pihak penggadai 
sudah dianggap lepas tangan selama pelaksanaan gadai berlangsung hingga 
dana yang dipimjamnya dikembalikan kepada pihak pemberi pinjaman atau 
penerima gadai. Sebagaimana yang dipaparkan oleh bapak Slamo sistem 
bagi hasil sebagai berikut; 
 “Manabi e kintoh kabhi lakar la sobung pembegiyen, sdejeh e 
ka’andik se aghediih, jhe’ reng bhendenah derih se a ghediih. Keng la 
biasah nga’ nikah mon e kintoh se maghedih kissah tak ro’ noro’ Mon 
e berri’ alhamdulillah, mon tak e berri’ tak masalah.”125 
 
“Kalau di sini (Desa Tobai Barat) tidak ada sistem bagi hasil, 
semuanya menjadi milik penerima gadai, sebab semua modal 
pemanfaatan tanah gadai bersumber dari penerima gadai.Ini sudah 
menjdi kebiasaan seperti ini. Kalau diasi pembagian ya syukur, kalau 
tidak ya tak masalah.” 
 
Secara keseluruhan, sistem bagi hasil yang diterapkan pelaku gadai di 
Desa Tobai Barat seperti data yang ada dalam tabel di bawah ini; 
Tabel 3.4. 
Nisbah bagi hasil oleh pelaku gadai tanah  
di Desa Tobai Barat Sokobanah Sampang. 
No Penggadai Penerima gadai  Porsi bagi hasil 
1 Bapak Sukdi Bapak Mawi 80% : 20% 
2 Bapak Musamma Bapak Abd. Hasan 90% : 10% 
3 Ibu Matjari Bapak Snawi 90% : 10% 
4 Bapak Abd. 
Ghafar 
Bapak Zubaidi 95% : 5% 
5 Bapak Jumali Ibu Muimah 80% : 20% 
6 H. Abd. Razak Bapak Slamo 95% : 5%  
7 Ust. Ridhoi Ibu Muzdalifah 80% : 20% 
                                                             
125Bapak Slamo, Wawancara, Sampang, 06 Apil 2020 
 



































 Bapak Saniro Bapak Moh. Hadi 95% : 5% 
 keterangan dalam tabel di atas berdasarkan perkiraan rata-rara saja. 
Penetapan sitem bagi hasil memang jarang disepakati di awal akad, 
masyarakat lebih memilih saling mengerti, namun biasanya yang terjadi dalam 
pembagian bagi hasil disesuaikan dengn perolehan hasil tanah. Itupun tergantung 
pemberian yang dilakukan pihak penerima gadai. Sebab pada intinya masyarakat 
memang tidak banyak berharap hasil dari tanah gadai tersebut. 
3. Dampak pemanfaatan barang gadai dalam peningkatan ekonomi 
pelaku gadai tanah di Desa Tobai Barat. 
Desa Tobai Barat Secara Topografi sebagian besar berupa tanah 
dataran dengan struktur tanah lempung berpasir. Dengan kondisi tanah 
seperti ini banyak sekali dimanfaatkan masyarakat Desa Tobai Barat untuk 
bercocok tanam, baik tanaman padi maupun tanaman lainnya.Tercatat lahan 
pertanian (sawah) seluas 1.900 Ha masih belum dapat difungsikan dengan 
optimal dan pengairannya masih menggunakan metode tadah hujan. 
Mata pencaharian penduduk di Desa Tobai Barat sebagian besar 
masih mengandalkan hasil pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa sektor 
pertanian memegang peranan penting dalam bidang ekonomi masyarakat. 
Data menurut mata pencaharian penduduk dapat dilihat pada Tabel berikut 
ini: 
Tabel. 3.5. 
Data Penduduk Menurut Mata Pencaharian 
No Pencaharian Jumlah Penduduk Ket 
1 Petani 854 Rumah Tangga 
2 Peternak 785 Rumah Tangga 
 



































3 Berkebun 245 Rumah Tangga 
4 Industri dan jasa 60 Rumah Tangga 
5 Angkutan 35 Rumah Tangga 
6 Pedagang 40 Rumah Tangga 
7 Tukang Batu/Kayu 19 Rumah Tangga 
 Sumber Data: Kecamatan Sokobanah Dalam Angka 2019, BPS Kab. Sampang 
Dari tabel di atas dapat dipahami bahwa tingkat ekonomi masyarakat 
Desa Tobai Barat masih terbilang menengah ke bawah, hal itu karena mata 
pencaharian  mereka   masih didominasi dari hasil pertanian yang masih 
manual. Melihat kenyataan masyarakat sumber pendapatan utama dari 
sektor pertanian, maka tentu tanah akan menjadi ladang yang paling sentral 
dalam menghasilkan sumber pendapatan. Salah satu upaya mengelola tanah, 
masyarakat menggadaikan tanahnya dengan  tujuan tanah tersebut bisa 
menghasilkan pendapatan tambahan dari penerima gadai. tanah yang 
digadaikan itu akan dimanfaatkan oleh penerima gadai yang kemudian hasil 
dari pemanfaatan tersebut dibagi rata dengan penggadai. Itulah sebabnya 
tanah biasa digadaiakan oleh masyarakat. Maka akad gadai yang biasa 
dipraktikkan oleh masyarakat secara kontribusi memang ada. Bahkan gadai 
tanah ini bisa memberikan efek positif bagi masyarakat, hal ini bisa kita 
lihat paparan dari Ust. Ridho’i menggadaikan tanahnya untuk kepentingan 
buka usaha warung jamu. Dampak dan kontribusi gadai tanah menurut 
penggadai dan indikatornya dibuat memperluas toko jamu (ust. Ridhoi) 
“mon can engkok ghedih tana jiah rajheh kontribusinah, sebab mon 
akacah ke engkok hasil derih se ma ghedih tana pas e tamba’aghi 
muka’ bherung jhemuh reah. Asallah tang engkok tak bisa muka’ took 
soallah pesse korang, karnah engkok andi’ tana bhi’ engkok e pa 
ghedih, alhamdulilah tang bherung jhemuh bisa e buka’ sampek steah 
 



































kan kakeh taoh dhibi’ a tamba rajah. Meskipun tak pas langsung e pa 
soghi tapeh mon karo se e kbelliyeh berres ben kebutoan keluarga 
bisah e cokopeh. Deddih abelih pole kontribusinah ghedih jiah lakar 
rajah monk e engkok.”126 
 
“kalau menurut saya gadai tanah itu memang besar kontribusinya, 
sebab kalau mengaca ke saya, hasil dari gadai tanah yang saya 
gunakan untuk tambahan memperluas took jamu saya. awalnya, yang 
yang buka toko jamu in saa ga bisa karena faktor uang, tapi karena 
saya punya tanah yang tidak dikai, saya gadaikan. Alhamdulillah 
warung jamu saya bisa dibuka hingga sekarang kan kmu liat sendiri 
tambah besar. Walaupun tidak langsung menjadi kaya tapi setidaknya 
kalau hanya masalah kebutuhan dapur dan kebutuhan keluarga, bisa 
tercukupi. Jadi kembali lagi bahwa kontribusi gadai tanhah ini 
menurut saya memang nyata.” 
 
Indikator dari keberhasilan suatu bisnis akan dilihat dari hasil 
bagaimana ada perubahan yang konkrit untuk kemudian gadai disebut 
mempunyai kontrusi bagi masyarakat. Sebagaimana yang disebutkan oleh 
Ust. Ridho’i, dia menjelaskan bahwa indikator dari kontribusi gadai tanah 
ini dengan melihat hasil dia bisa membuka toko jamu, seraya dia 
mengatakan; 
“Iyeh la jhelling beih tang toko juah, kan awelleh engkok tak andik 
toko, le se pas bisah muka’ toko jiah kan ragara ma ghedih tang tana.” 
 
“Ya, lihat saja sendiri toko jamu saya itu, kan awalnya saya gak punya 
toko jamu, nah, baru bisa buka, gara-gara tanah saya gadaikan.” 
 
Gadai tanah yang biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Tobai Barat 
karena ada kebutuhan yang sangat diperlukan. Kebutuhan ini bisa bersifat 
konsumtif bisa juga bersifat produktif. Tentu tujuan gadai tanah ini yang 
baik adalah tujuan yang bersifat produktif, karena aka nada hasil yang 
lebih besar yang akan didapat dari kebiasaan gadai tanah teersebut. 
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Dengan melihat ekonomi masyarakat Desa Tobai Barat yang berada di 
kelas menengah kebawah, maka tentu harapan besar yang terselip di dalam 
sistem gadai ini adalah mendapatkan peningkatan di sektor ekonomi 
mereka. 
Peningkatan ekonomi ini sangat perlu diupayakan dengan minimal 
mengandalkan hasil dari kebiasaan gadai tanah tersebut. Ekonomi 
masyarakat akan mengalami peningkatan bila pelaku gadai benar-benar 
mengerti aturan gadai itu sendiri. Dimana tanah yang dijadikan barang 
jaminan yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat dimanfaatkan untuk 
mendapatkan hasil dan sistem bagi hasil ini yang harus benar-benar 
diperhatikn supaya hasil dari pemanfaatan tanah jaminan ini bisa memberi 
keuntungan bagi kedua pelaku gadai tersebut.Hanya saja aturan-aturan 
dalam gadai tersebut masih banyak tidak diterapkan dengan baik oleh 
salah satu pelaku gadai masyarakat Desa Tobai Barat. Dimana penggadai 
hanya sebatas menggadaikan tanahnya, sedangkan hasil dari pemanfaatan 
barang gadai tersebut semuanya dinikmati oleh penerima gadai. Alasannya 
cukup sederhana, penggadai dianggap lepas tangan tentang keadaan 
tanahnya yang sedang digadaikan. 
Alasan di atas memang cukup ringan dan terbilang cukup spele, namun 
alas an itu mampu mengubah aturan gadai secara syar’i, dan kebiasaan itu 
tentu akan lebih menguntungkan pihak penerima gadai saja, sebab tanah 
akan mendapatkan hasil dari pemanfaatannya, sedangkan penggdai tidak 
banyak mendapatkan keuntungan dari tanah gadai tersebut. Maka gadai 
 



































tanah yang biasa dimanfaatkan untuk mendapatkan hasil yang saling 
menguntungkan tidak akan terlihat jika sistem bagi hasilnya tidak 
diterapkan secara maksimal. Dengan begitu dapat dipahami bahwa 
kebiasaan pemanfaaatan barang gadai di Desa Tobai Barat hanya 
menguntungkan pihak penerima gadai. Sebagaimana disampaikan oleh 
Ust. Moh. Rufi Dahri sebagai berikut; 
“Jhe’ reng e kintoh nikah de’ nikah tad, oreng se ma ghedih kissah 
keng apareng tananah makle e lakoneh sareng se a pareng enjeman 
obeng. Deddih tana nikah la e anggep gedu’nah se a pareng enjeman 
snekah. Keng ompamah ngereng aturen se bedeh e tab kitab enggi sae 
tad, tak pas ontong kdibhi’ sebab mon e keterangan kitab ka’dissah 
manabi bhereng jaminan ghedih nikah terro e klakoah sareng sala 
sittungah pelaku ghedih kan hasellah koduh begi duwe’, itupun ki’ 
harus minta ijin. Deddih para ulama ampon ngator sdejeh, keng coma 
ngadeng tradisi e masyarakat tak padeh ben keterangn kitab, nga’ e 
kintoh nikah pas tana jaminan kissah e anggep ghedu’nah se a pareng 
enjeman, enggi pas tak olle pnapah se maghedih soallah pas e kala’ se 
,arengeh enjeman nikah. Mon meningkattah enggi tergantung napah se 
e tamen, tapeh pakkun bedeh peningkatan tad, soallah tana kissah e 
lakoneh kan olle hasel napah pole mon argeh larang bisah poloan 
jutah tad.”127 
 
“Begini ustad, orang yang menggadaikan tanahnya sudah menganggap 
memberikan tanahnya kepada pihak pemberi hutang sekaligus agar 
tanah itu bisa dimanfaatkan atau dikelola olehnya. Jadi tanah itu sudah 
dianggap miliknya pihak pemberi pinjaman.Tetapi seandainya 
mengikuti aturan dalam keterangan beberapa kitab pasti bagus ustad, 
tidak hanya menguntungkan satu pihak saja sebab kalau dalam 
keterangan kitab jika barang jaminan dalam akad gadai hasilnya harus 
dibagi dua, itupun harus minta ijin sebelum dimanfaatkan. Jadi para 
ulama sudah mengatur semuanya termasuk dalam prosedur gadai ini, 
hanya saja tradisi di masyarakat terkadang tidak sama dengan aturan 
tersebut, misalnya tradisi di masyarakat sini (Desa Tobai Barat) tanah 
jaminan dianggap miliknya orang yang memberi pinjaman uang, ya 
kasihan yang pihak penggadai tidak dapat apa-apa dari hasil 
pemanfaatan tanah gadainya, sebab semuanya ada pada pemberi 
pinjaman. Kalau masalah tanah gadai ini meningkatkan ekonomi atau 
tidaknya, menurut saya tergantung pada barang yang ditanam dan 
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hasilnya juga akan bergantung pada harga jualnya. Tetapi pasti 
memberikan peningkatan tad, sebab tanah yang ditanami itu pasti 
dapat hasil, apalagi harga jual barangnya mahal bisa puluhan juta 
ustad.” 
 
Tanah yang dijadikan barang jaminan, secara otomatis langsung 
menjadi tanggung jawab penerima gadai,mereka yang berkuasa penuh atas 
hak tanah tersebut. Hal itu karena dalam akad pinjaman uang, pihak 
penggadai memang sudah memberikan ijin penuh atas tanah yang dijadikan 
pengikat hutang tersebut.itu karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat 
Desa Tobai Barat dalam melakukan gadai-menggadai tanahnya. Hal ini 
sebagaimana disebutkan oleh ibu Muimah sebagai berikut; 
“Kebiasa’nah de’ nikah tad, tana kissah makeh la bektoh akad tak e 
soro lakoneh tapeh tojjuwen oreng se ngijem obeng nikah la ma 
ghedih tananah. Kan biasanah se nginjem obeng nikah nguca’ ma 
ghediyeh tananh otabeh tananah se e ghebey ghe’ caghe’.Deddih tana 
nikah la e soro klakoh ka se a ghediih kissah.”128 
 
“Kebiasaannya sudah seperti itu ustad, dimana tanah yang digadaikan 
secara otomatis diijini untuk dimanfaatkan oleh penerima gadai. 
Apalagi penggadai tanah waktu pinjma uang sudah mengatakan mau 
menggadaikan tanahnya atau tanahnya dijadikan barang jaminan 
hutangnya. Jadi tanah itu secara otomatis sudah diijinkan untuk 
dimanfaatkan oleh pihak penerima gadainya.” 
 
Adapun jenis tanah yang dijadikan barang jaminan tentu tanah yang 
mempunyai daya tarik untuk dijadikan sebuah jaminan. Biasanya tanah 
yang biasa dijadikan barang jaminan tanah mempunya sifat subur, yang 
sekiranya bisa mendapatkan hasil ketika ditanami sesuatu sehingga bisa 
memberikan keuntungan bagi plaku gadai tersebut. Tetapi tidak dalam 
waktu akad jarang sekali pihak penerima gadai memberikan pilihan sendiri 
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seabab rata-rata tanah di Desa Tobai Barat hampir semua bisa dimanfaatkan 
dan menguntungkan mskipun hal itu tidak berupa tanah sawah. 
Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak M. Hadi sebagai berikt; 
“Aslinah sobung target khusus mon masalah tana keng pakkun tana se 
bisah e tamenih. Makeh benne sabe tak napah jhe’ reng tana e kintoh 
nikah jarang se ebendungaki.Dedih tana nikah la biasah e tamenih tak 
kah tana bendung se e paghedih.”129 
 
“Sebenarnya masalah tanah tidak ada target khusus, hanya saja tana 
yang dijadikan barang jaminan pasti tanah yang sudah biasa 
dimanfaatkan. Tidak mungkin tanah yang tidak pernah dimanfatkan 
yang dijadikan barang jaminan.” 
 
Pada dasarnya, kebiasaan masyarakat dalam menggdaikan tanahnya 
murni karena kebutuhan konsumtif. Namun begitu banyak masyarakat yang 
menggdaikan tanahnya karena memang ada keinginan untuk mendapatkan 
keuntungan dari gadai tersebut apalagi di pihak penerima gadai. Hal itu 
karena memang sadar dengan menerima gadai tanah, mereka bisa mendapat 
keuntungan yang lumayan banyak dari hasil tanah gadai tersebut. Sebab 
sebagaimana biasanya, hak tanah sepenuhnya berada di tangan penerima 
gadai dan secara otomatis mereka yang berhak mengelola tanah tersebut. 
Maka pelaksanaan gadai yang biasa dilakukan memang sudah ada 
rencana agar gada tanah tersebut bisa memberikna peningkatan secara 
ekonomi. Namun hal itu hanya dirasakan oleh pihak penerima gadai saja, 
sedangkan di pihak penggadai meskipun mereka mempunyai rencana untuk 
meningkatkan ekonominya, akan tetapi mereka tidak bisa berharap banyak 
dari hasil tanah yang digarap oleh penerima gadai. Sebab dalam 
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pelaksanaanya, kebiasaan yang terjadi penggadai dianggap lepas tangan 
tentang tanah yang dijadikan barang jaminan, semuanya berada dalam 
kekuasaan penerima gadai. Sebagaimana dijelaskan oleh ibu Muzdalifah 
sebagai berikut; 
 “Mon aslinah oreng a ghedi’ih keng polan niser ke tetanggheh se 
parloh enjeman. Iyeh mon andil pesse se ebhegiyeh, ye e bherri’ 
enjeman, keng mon tak andik apah se ebhegiyeh ? jhe’ reng mon 
bedeh pa apah pakkun tetanggheh se berka’ ka adek benne reng jeu. 
Mangkanah e behrri’ enjeman skaligus tana se e ghebey ghe’ caghe’ 
ye e lakoneh makle tak nganggur, makle olle hasel mon e tamenneh. 
Mon se neremah ghedih selaen keng terro nolongeh tetanggheh, keng 
lakar terro nambe’eh pengasilan.jhe’ reng mon andik tana ghedih pas 
andik tambe’en tana se bisah e klakoh, ben pasteh olle hasel. Mon se 
ma ghedih tak ngarep ollenah tana se mareh e paghedih soallah tana 
gheih la e klaoh se aghedi’ih.”130 
 
“Sebenarnya orang yang menerima tanah gadai itu karena didasari 
sifat kasihan kepada tetangga yang membutuhkan uang. Iya kalau 
memang punya uang, diberi pinjaman, kalau gak puya apa yang mau 
diberikan?. Sebab kalau ada masalah/kebutuhan yang dialami, pasti 
tetangga sebagai penolong pertama, bukan orang yang jauh. Oleh 
karena itu diberi pinjaman sekaligus tana yang dibuat jaminan itu 
dimanfaatkan supaya bisa mendapatkan hasil bila ditanami sesuatu. 
Kalau yang menerima gadai memang pasti ada tambahan penghaslan 
dari gadai tanah itu, sebab tanah yang digadaikan akan lansung ada di 
tangan penerima gadai dan dimanfaatkan sekaligus hasilnya akan 
dimiliki penerima gadai. Sedangkan pihak penggadai tidak bisa 
mengharap hasil dari tanah gadai sebab tanah sudah berada dalam 
kekuasaan penerima gadai.” 
 
Oleh karena itu penggadai tidak ikut serta menanggung kerugian 
dalam pelaksanaan penggarapan tanah tersebut sebab semuanya ada dalam 
kekuasaan penerima gadai dan hasilnya juga masuk ke dalam kekuasaan 
penerima gadai. 
“Mangkanah ompamah pas rogi, se ma ghedih tak ro’ noro’ keyah 
soallah la tak andik hak.” 
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“Makanya jika dalam penggarapan tanah terjadi kerugian, pihak 
penggadai tidak ikut menanggung beban kerugian tersebut.” 
 
Dengan dimanfaatkannya tanah gadai ini, maka secara otomatis 
ekonomi penerima gadai akan mengalami peningkatan, karena hasil dari 
tanah yang dikuasainya akan mampu memberikan efek positif bagi 
penerima gadai tersebut. Dengan catatan tidak ada kendala yang bisa 
menghalangi hasil dari pemanfaatan tanah tersebut. Sedangkan pihak 
penggadai hanya bisa memaksimalkan dari dana pinjamannya, sebagaimana 
disebutkan oleh bapak Mawi sebagai berikut;  
 “Yeh pakkun se meningkat keng tak pas langsung sogi ragara jiah, 
mon jhe’ pas soghiyeh ragara jiah oreng tak usah ke Malaysia. Mon 
bedenah, ye bedeh keng daripada kitak a ghediih.apah pole tanah jiah 
kan elakoneh pakkun se olle hasel tekka’ ni’ skonni’. Mon tananh 
rajah pas e tamenneh jiah bisah rajhe ollenah.”131 
 
“Ya pasti ada tambahan pendapatan ekonomi tetapi tidak bisa 
langsung membuat kaya hanya gara-gara memanfaatkan tanah gadai. 
Seandainya bisa kaya karena tanah gadai pasti tidak ada orang yang 
merantau ke Malaysia. Kalau masalah hasil pasti ada meskipun tidak 
begitu banyak. Kecuali tanah yang dimanfaatkan luas, pasti dapat 
hasil yang lumayan banyak juga.” 
 
Sejauh ini kontribusi dari hasil pemanfaatan tanah barang jaminan 
yang digarap oleh penerima gadai memang banyak terlihat, hasil tersebut 
digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup baik kebutuhan sehari-hari 
maupun kebutuhan lainnya, bahkan penerima gadai banyak menyimpan 
dana hasil pemanfaatan tanah jaminan tersebut. Salah satu kontribusi dari 
hasil pemanfaatan tanah jaminan ini seperti keberhasilan penerima gadai 
membangun rumah. Bangunan rumah ini tentu sebagian besar didapat dari 
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hasil pemanfaatan tanah gadai yang digarapnya. Keberhasilan ini didapat 
dari hasil penjualan bawang merah dan jagung yang berhasil diperoleh di 
setiap musimnya. 
Adapun hasil dari setiap musimnya tidak menentu tergantung dari 
jumlah tanaman dan kualitasnya. Selain itu hasil akan bergantung pada 
harga pasar yang juga tidak bisa diprediksi, hanya saja untuk hasil penjualan 
jagung tahun ini berkisar lima puluh juta. Akan tetapi angka ini tidak bisa 
dijadikan ukuran sebab semuanya tergantung julah barang dan hrga 
pasarnya. Maka hal positif dalam peningkatan ekonomi dari hasil 
pemanfaatan gadai tanah ini juga dirasakan oleh bapak Zubaidi seperti yang 
disampaikan saat diwawancara sebagai berikut; 
 “Derih se a ghediih sekitar olle pak taon, hasellah alhamdulillah. 
Keng mon tak e perre penyaket, mon e perre penyaket a kebhe’en ka 
bhereng delem. Ye mon hasellah e kocaah skonne’ tak skonne’, e 
kocaah bennyak ye tak bennyak, keng Alhamdulillah. Tana jiah bi’ 
engko’ e tamenneh bhebeng mera kadheng  jhegung, ri’ beriin 
bhebeng pa steah bhebng pole. Mon sebelummah e tamenneh jhegung, 
tergantung musimmah. Hasellah benyyak, biayayanah padeh benyyak 
keyah. hasellah se molong ri’ beri’in olle seket jutah keng ben 
bendhenah, mangkanah mon tamenan tak rosak olle benyyak keng 
mon rosak jhe’ ngrena hasel tapeh ngrena rogi deiyeh, rogi se a lakoh, 
rogi ngala’ bhereng delempole. Sebegiyen derih hasellah e long 
polong e sabe’ ka bhendenah se a ghebey roma, tekka’ lema ratos-
sjutah, e pa polong ben bhendeh se laen pas e ghebey roma juah. 
Alhamdulillah ce’ saenah de’ ghuleh tana ghedih nikah.”132 
 
“Dari tanah gadai yang sekitar empat tahun, hasilnya alhamdulillah. 
Tetapi kalau tidak ada penyakit, kalau terkena penyakit bisa 
berdampak menguras biaya lagi. Kalau masalah hasil sebenarnya tidak 
begitu banyak jug atidak sedikit. Tanah itu kemaren saya tanami 
bawang merah dan sekarang saya tanami bawang merah lagi. Kalau 
sebelumnya saya tanami jagung tergantung musimnya. Hasilnya 
lumayan banyak, tapi biaya atau modalnya juga banyak. Adapun hasil 
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panen kemaren mencapai lima puluh juta tapi sama modalnya, bukan 
laba bersih. Makanya kalau tanaman tidak rusak bisa mendapatkan 
hasil banyak tetapi kalau rusak gak usah menghitung untung tapi 
menghitung rugi sebab selain rugi biaya juga rugi tenaga. Hasil yang 
kemaren saya kumpulkan dengan biaya yang lain lalu dibuat bangun 
rumah. saya kumpulkan uang dari sedikit mulai lima ratus sampai satu 
juta lalu saya bangun rumah yang baru itu (tapi belum selesai). 
Alhamdulillah gadai tanah ini sangat berkontribusi (terutama) bagi 
saya”. 
 
Pendapatan setiap tahunnya berdasarkan hasil rata-rata pelaku gadai tanah 
bisa dilihat dala tabel di bawah ini; 
Tabel. 3.6. 










1 Bapak Sukdi Bapak Mawi 2015, 2016, 2017, 
2018, 2019. 






2017, 2018, 2019, 
2020. 
20, 25, 25 
( juta) 
3 Ibu Matjari Bapak Snawi 2016, 2017, 2018, 
2019, 2020. 
10 (juta), 10 
(juta), 500 (ribu), 
500 (ribu). 
4 Bapak Abd. 
Ghafar 
Bapak Zubaidi 2016, 2017, 2018, 
2019, 2020. 
25, 20, 30, 30 
(juta). 
5 Bapak Jumali Ibu Muimah 2017, 2018, 2019, 
2020. 
10, 10, 10 (juta). 
6 H. Abd. Razak Bapak Slamo 2017, 2018, 2019, 
2020. 
15, 20, 20 (juta). 
7 Ust. Ridhoi Ibu Muzdalifah 2018, 2019, 2020. 20, 20 (juta). 
8 Bapak Saniro Bapak Moh. Hadi 2015, 2016, 2017, 
2018, 2019, 2020. 




Faktor ketidak-samaan pendapatan diatas disebabkan antara laian adalah, 
penerima gadai jatuh sakit sehingga tanah tidak bisa dimaksimalkan 
sebagaiman yang ian, ini terjadi pada bapak Snawi. Sedangkan yang lain naik 
 



































turunnya pendapatan kebih dominan disebabkan gagal panen atau terjadi 

















































































ANALISIS PEMANFAATAN BARANG GADAI DALAM PENINGKATAN  
EKONOMI PELAKU GADAI TANAH 
 
A. Analisis praktik gadai tanah di Desa Tobai Barat 
 
Sebanyak delapan belas responden yang merupakan pelaku akad gadai 
yang terdiri dari penggadai dan penerima gadai tanah di Desa Tobai Barat yang 
menjadi objek penelitian ini. Hasil dari wawancara, seluruh responden 
memiliki pemahman yang bijak dan obyektif  akan praktik, pemanfaatan tanah 
gadai dan kaitannya dengan peningkatan ekonomi. Namun sebelumnya penulis 
akan menganalisis praktik yang biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Tobai 
Barat. Praktik gadai menurut istilah berarti menjadikan suatu barang sebagai 
penguat hutang.133 Berkaitan dengan pengertian gadai ini, praktik gadai tanah 
yang biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Tobai Barat memang diawali 
pinjam-meninjam uang yang di dalamnya disertakan tanah sebagai penguat  
atau jaminan atas hutang tersebut. 
Ada berapa tujuan yang mendorong penggadai tanah di Desa Tobai 
Barat, baik yang bersifat konsumtif maupun juga yang bersifat produktif yaitu; 
1. Konsumtif 
Untuk biaya pendidikan anak, biaya perawatan ketika sakit, kebutuhan 
sehari-hari keluarga, biaya penikahan, biaya kifayah, dan untuk perbaikan 
rumah. 
2. Produktif 
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Untuk tambahan modal usaha dengan membeli mobil pengangkut batu, jasa 
transfortasi angkutan umum, membuka usaha toko jamu dan membeli 
hewan ternak. 
Sedangkan tujuan dari penerima gadai dalam memberikan pinjaman 
adalah;  
a. untuk mendapatkan tambahan ekonomi 
b. untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dana pinjaman 
c. untuk tolong-menolong dalam kebaikan.134 
Kenyataan di Desa Tobai Barat, tanah yang dijadikan barang jaminan, 
secara otomatis langsung menjadi tanggung jawab penerima gadai, mereka 
yang berkuasa penuh atas hak tanah tersebut. Hal itu karena dalam akad 
pinjaman uang, pihak penggadai memang sudah memberikan ijin penuh atas 
tanah yang dijadikan pengikat hutang tersebut. Itu karena sudah menjadi 
kebiasaan masyarakat Desa Tobai Barat dalam melakukan gadai-menggadai 
tanahnya. Maka menurut peneliti faktor keiasaan yang tetap dijadikan acuan 
oleh masyarakat Desa Tobai Barat dalam menjalankan transaksi gadai tanah 
di sana. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh ibu Muimah sebagai berikut; 
“Kebiasaannya sudah seperti itu ustad, dimana tanah yang digadaikan 
secara otomatis diijini untuk dimanfaatkan oleh penerima gadai. Apalagi 
penggadai tanah waktu pinjma uang sudah mengatakan mau 
menggadaikan tanahnya atau tanahnya dijadikan barang jaminan 
hutangnya. Jadi tanah itu secara otomatis sudah diijinkan untuk 
dimanfaatkan oleh pihak penerima gadainya.” 135 
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Pada dasarnya dalam ketentuan gadai, pihak Murtahin (yang menerima 
barang gadai) tidak boleh mengambil manfaat barang gadai kecuali diizinkan 
oleh rahin dan barang gadai itu bukan binatang. Ulama Syafi’i, Imam Malik 
dan ulama-ulama yang lain berargumen menggunakan hadits Nabi Saw.136Hak 
penerima gada diantaranya sebagai berikut:137 
1) Menikmati manfaat yang melekat pada hak milik, dengan pembatasan: 
a) Tidak boleh menjual lepas tanah itu kepada orang lain; 
b) Tidak boleh menyewakan untuk lebih dari satu musim lamanya (jual 
tahunan). 
Adapun jenis tanah yang dijadikan barang jaminan tentu tanah yang 
mempunyai daya tarik untuk dijadikan sebuah jaminan. Biasanya tanah yang 
biasa dijadikan barang jaminan adalah tanah yang mempunyai sifat subur, yang 
sekiranya bisa mendapatkan hasil ketika ditanami sesuatu sehingga bisa 
memberikan keuntungan bagi pelaku gadai tersebut. 
Gadai pada dasarnya tidak lepas dari masyarakat golongan ekonomi 
menengah. Hal ini disebabkan sebagian besar yang memanfaatkan jasa tersebut 
adalah masyarakat ekonomi menengah ke bawah dengan alasan bahwa perum 
pegadaian memberikan kemudahan dalam memberikan pinjaman untuk 
memperoleh dana, dibandingkan dengan sektor perbankan. Kemudahan yang 
diberikan oleh pegadaian bisa dilihat dari prosedur pengajuan untuk 
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No. 1, (Desember 2018), 56. 
137Imam Sudiyat, Hukum Adat Sketsa Asas, (Yogyakarta: Liberty, 1981), 29. 
 



































memperoleh dana dengan cepat tanpa harus melalui proses yang panjang dan 
berbelit-belit.138 
Secara singkat, menurut peneliti praktik gadai yang dilakukan oleh 
masyarakat Desa Tobai Barat memang hampir tidak ada permasalahan. 
Sebagaimana praktik gadai pada umumnya masyarakat menjalankan praktik 
gadai tanah ini diawali dari sebuah pinjam-meminjam dana yang kemudian 
disertai tanah sebagai pengikat dari hutang tersebut. Kemudian antara penggdai 
dan penerima gadai sudah saling sepakat tentang legalnya tanah untuk digarap, 
bentuk ijin penggarapan tanah ini tertera di dalam akad sehingga tanah yang 
merupakan barang jaminan langsung dikelola. 
B. Analisis pemanfaatan tanah oleh penerima gadai tanah di Desa Tobai 
Barat 
Tanah hasil gadai akan selalu dimanfaatkan atau digarap oleh pemegang 
hak kuasa, yang dalam hal ini hak tanah jaminan gadai tersebut berada di 
tangan penerima gadai, mereka yang akan menggunakan tanah tersebut. 
Tujuannya pemanfatan tanah jaminan ini agar bisa memberikan kontribusi 
besar bagi penerima gadai dalam peningkatan ekonominya. Hubungan 
pemanfaatan tanah jaminan ini yang dilakukan oleh penerima gadai terletak 
pada bagaimana tanah jaminan ini bisa digarap dan tentunya mendapatkan hasil 
dari pemanfaatan tersebut. 
Menurut hukum adat subjek atau para pihak dalam hak gadai terdiri dari 
si penjual (penggadai, pemberi gadai dan pemilik tanah) dan pembeli gadai 
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Operasional Gadai Syarî’ah Di Perusahaan Umum  Pegadaian Syari’ah Pamekasan), Jurnal Al-
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(penerima gadai, pemegang gadai dan penguasa tanah).139 Subyek hak gadai 
selanjutnya disebut sebagai pemberi gadai dan penerima gadai. Obyek dari hak 
gadai tanah adalah tanah pertanian yang merupakan milik dari pemberi gadai. 
Kebiasaan masyarakat Desa Tobai Barat dalam menunjang pendapatan 
ekonomi mereka dengan mempraktikan akad gadai. Gadai ini karena ada 
sejumlah dana pinjaman yang disertai tanah sebagai barang jaminan atas dana 
yang dipinjamnya, kebiasaan ini hampir selalu memberikan barang jaminan 
yang berupa tanah. Namun ternyata tidak setiap ada pinjaman uang selalu 
disertai jaminan tanah. Segaimana disebutkan oleh bapak Jumali saat 
diwawancarai oleh peneliti sebagai berikut; 
“Tidak setiap minjam uang selalu disertai tanah sebagai jaminan. uang 
yang dipinjam itu lumayan besar sekiranya tanah itu pantas dijadikan 
jaminan. kalau setiap minjam uang harus disertai tanah, kan tidak 
sebanding. Apalagi menggadaikan tanah itu memang atas keinginan 
kedua pelaku akad gadai.”140 
 
Pemanfaatan tanah gadai yang biasa dilangsungkan oleh masyarakat 
Desa Tobai Barat terletak pada penggarapan tanah tersebut dengan 
memaksimalkan jenis tanaman pada umumnya. Pemanfaatan tanah ini yang 
menjadi sumber tambahan pendapatan mereka dalam melakukan kebiasaan 
prkartik gadai-menggadai tanah yang biasa dilakukan. Maka cara mendapatkan 
hasil dari tanah gadai ini harus dimaksimalkan dengan tujuan agar dapat 
menghasilkan keuntungan dari praktik tersebut. 
“Cara agar ekonomi penerima gadai bisa meningakat, maka tanah hasil 
gadai harus dimanfaatkan. Misalnya di tanami padi, kan hasil dari padi 
itu yang bisa menambah pendapatan. Ya kalau tidak dimanfaatkan, tidak 
                                                             
139 Hilman Hadi Kusuma, Hukum Perjanjian Adat, (Bandung: Alumni, 1982), 138. 
140Bapak Jumali, Wawancara, Sampang, 03 Maret 2020. 
 



































mungkin meningkat ekonomi penerima gadainya. Jadi harus tanami padi 
atau jenis tanaman lainnya yang sekiranya bisa menghasilkan uang.”141 
 
Pemanfaatan tanah hasil gadai akan selalu memberikan hasil positif bila 
dalam pemanfaatan tanah tersebut tidak ada kendala yang menyebabkan hasil 
tanaman merugi. Maka cara agar ekonomi meningkat harus digarap dan 
ditanami jenis tanaman yang cocok di setiap musimnya. Dia juga menyebutkan 
bahwa luas tanah yang ia terima dari penggadai hanya sekitar satu hektar, dan 
dari satu hektar tersebut bisa mengambil hasil yang lumayan banyak saat 
ditanami jenis tanaman di setiap musimnya. 
Disini peneliti dapat memahami bahwa pemanfaatan tanah yang biasa 
dilakukan penerima gadai dalam upaya meningkatkan ekonominya, mereka 
menggarap atau memanfaatkan tanah tersebut dengan ditanami jenis tumbuhan 
yang disesuaikan dengan setiap musimnya diantaranya adalah, padi, jagung, 
bawang merah, dan kacang tanah. Dari semua itu mereka dapat mendapatkan 
hasil yang bisa diambil dari pemanfaatan tanah gadai tersebut. 
Pemanfaatn tanah yang biasa dilakukan oleh penerima gadai ini sudah 
lumayan cukup memberikan peningkatan dalam ekonomi mereka sebab 
menurut mereka tanah itu seandainya tidak digadaikan belum tentu 
dimanfaatkan. Sehingga pemanfatan ini sudah dianggap lumayan terhadap 
ekonmi mereka terutama bagi penerima gadai tersebut. Hanya saja ukuran 
meningkat disini tidak selalu dilihat dari naiknya pendapatan setiap tahunnya,  
sebab hasil dari pemanfaatan tanah tersebut akan bergantung pada stabilnya 
harga jual barang. 
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C. Analisis dampak pemanfaatan barang gadai dalam peningkatan ekonomi 
pelaku gadai tanah di Desa Tobai Barat 
Peningkatan ekonomi sangat perlu diupayakan dengan memaksimalkan 
hasil dari gadai tanah oleh pelaku di Desa Tobai Barat. Ekonomi pelaku akan 
mengalami peningkatan bila pelaku gadai benar-benar mengerti aturan gadai 
itu sendiri. Dimana tanah yang dijadikan barang jaminan yang sudah menjadi 
kebiasaan masyarakat dimanfaatkan untuk mendapatkan hasil dan sistem bagi 
hasil ini yang harus benar-benar diperhatikn supaya hasil dari pemanfaatan 
tanah jaminan ini bisa memberi keuntungan bagi kedua pelaku gadai tersebut. 
Dengan dimanfaatkannya tanah gadai di Desa Tobai Barat ini, maka 
secara otomatis ekonomi penerima gadai akan mengalami peningkatan, karena 
hasil dari tanah yang dikuasainya akan mampu memberikan efek positif bagi 
penerima gadai tersebut. Dengan catatan tidak ada kendala yang bisa 
menghalangi hasil dari pemanfaatan tanah tersebut. Sedangkan pihak 
penggadai hanya bisa memaksimalkan dari dana pinjamannya, sebagaimana 
disebutkan oleh bapak Mawi sebagai berikut; 
“Ya pasti ada tambahan pendapatan ekonomi tetapi tidak bisa langsung 
membuat kaya hanya gara-gara memanfaatkan tanah gadai. Seandainya 
bisa kaya karena tanah gadai pasti tidak ada orang yang merantau ke 
Malaysia. Kalau masalah hasil pasti ada meskipun tidak begitu banyak. 
Kecuali tanah yang dimanfaatkan luas, pasti dapat hasil yang lumayan 
banyak juga.”142 
 
Dampak dari peningkatan ekonomi penerima gadai juga diutarakan oleh 
bapak Zubaidi sebagai berikut; 
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“Tanah itu kemaren saya tanami bawang merah dan sekarang saya 
tanami bawang merah lagi. Kalau sebelumnya saya tanami jagung 
tergantung musimnya. Hasilnya lumayan banyak, tapi biaya atau 
modalnya juga banyak. Adapun hasil panen kemaren mencapai lima 
puluh juta tapi sama modalnya, bukan laba bersih. Makanya kalau 
tanaman tidak rusak bisa mendapatkan hasil banyak tetapi kalau rusak 
gak usah menghitung untung tapi menghitung rugi sebab selain rugi 
biaya juga rugi tenaga. Hasil yang kemaren saya kumpulkan dengan 
biaya yang lain lalu dibuat bangun rumah. Saya kumpulkan uang dari 
sedikit mulai lima ratus sampai satu juta lalu saya bangun rumah yang 
baru itu (tapi belum selesai). Alhamdulillah gadai tanah ini sangat 
berkontribusi (terutama) bagi saya”. 
 
Dampak positif ini sesuai data statistik yang dipaparkan masyarakat, 
dimana hasil dari pemanfaatan tanah gadai memang lumayan memberikan 
kontribusi di sektor ekonomi masyarakat. Peningkatan pendapatan di setiap 
tahunnya cukup memberikan keuntungan, meskipun terkadang peningkatan ini 
tidak selalu naik, hal itu karena dalam perjalanan pemanfaatan gadai ini 
terhambat oleh faktor alam atau ketidakstabilan harga. Sehingga pendapatan 
bisa saja menurun. Selain karena faktor alam, juga terkadang penerima gadai 
tidak maksimal menggarap tanah gadai tersebut dikarenakan sakit sehingga 
tanah tidak digarap secara maksimal. 
Hanya saja peningkatan ekonomi tersebut tidak semua dirasakan oleh 
semua penggadai lantaran sistem bagi hasilnya tidak dimaksimalkan dengan 
baik. Padahal dalam ketetuan fiqh bila barang jaminan sudah dimanfaatkan, 
maka hasil dari pemanfaatan tersebut harus dibagi dua secara adil. 
Sebagaimana disampaikan oleh ust. Rufi Dahri bahwa sistem bagi hasil yang 
diterapkan masyarakat DesaTobai Barat kurang maksimal lantaran faktor 
kebiasaan; 
 



































“Begini ustad, orang yang menggadaikan tanahnya sudah menganggap 
memberikan tanahnya kepada pihak pemberi hutang sekaligus agar 
tanah itu bisa dimanfaatkan atau dikelola olehnya. Jadi tanah itu sudah 
dianggap miliknya pihak pemberi pinjaman.”143 
 
Dari hasil penelitian ini peneliti dapat menganalisis bahwa akad gadai 
tanah yang dilakukan masyarakat Desa Tobai Barat memang cukup membantu 
memenuhi kebutuhan terutama bagi pihak penggadai yang mana kondisinya 
sangat membutuhkan uang. Faktor kebutuhan baik yang bersifat konsumtif 
maupun produktif menjadi pendorong utama penggadai dalam mengadaikan 
tanahnya. Sedangkan di pihak penerima gadai adalah sikap tolong-menolong 
yang sekaligus dijadikan sebagai tambahan pendapatan dan peningkatan 
ekonomi menjadi alasan mereka menjalankan tradisi gadai tanah di Desa Tobai 
Barat tersebut. 
Dampak dari pemanfaatan tanah gadai ini sudah benar-benar dirasakan 
oleh para pelaku gadai tanah utamanya penerima gadai, dimana mereka yang 
dianggap mempunyai kekuasaan penuh atas tanah yang dijadikan barang 
jaminan tersebut. Dampak ini sudah diakui oleh para penerima gadai dari 
pendapatan yang mereka dapatkan. 
Hanya saja dampak tersebut tidak sepenuhnya dapat dinikmati oleh 
penggadai yang secara tradisi sudah dianggap melepaskan hak manfaat dan 
hasil tanah yang digadaikan kepada penerima gadai. Sehingga sistem bagi hasil 
tidak diterapkan dengan maksimal. Ketidakmaksimalan bagi hasil ini yang 
menjadi kendala utama dari pemanfataan tanah gadai tidak bisa meningkatakan 
enokomi penggadai. Padahal bila bagi hasil dari pemanfaatan tanah gadai ini 
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diberlakukan dengan baik secara otomatis pihak penggadai juga dapat 
menikmati hasil tanah miliknya yang sedang dijadikan sebagai barang jaminan 
tersebut. Kebiasaan ini seakan memberikan kesan bahwa penerima gadai tanah 
yang bertindak sebagai pelaku konsumsi hasil gadai cenderung tidak adil dan 
hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa mempunya belas kasih pada 
penggadai. 
Hal ini jelas bertentangan dengan teori prilaku konsumsi Islam yang 
cenderung tidak adil dan mementingkan kinginan sendiri tanpa memikirkann 
hak orang lain. Padahal jika semua konsepsi Islam tentang kepemilikan 
diyakini dan diikuti secara bijaksana, maka perolehan untuk konsumsi dan 
distribusi pun akan menjadi sesuatu yang bijaksana, bermakna bagi diri dan 
masyarakat. Sebab harta dapat menjerumuskan kehidupan manusia ke dalam 
kehinaan jika diusahakan dan dimanfaatkan tidak sejalan dengan ajaran 
Islam.144 
Satu-satunya cara untuk bisa meningkatkan ekonomi penggadai adalah 
dana yang didapat dari hasil menggadaikan tanahnya digunakan untuk 
menjalankan sebuah bisnis atau dibuat membeli barang berharga yang bisa 
menghasilkan tambahan uang. Ada yang dibuat untuk tambahan modal bisnis 
toko jamu, ada juga yang dibuat membeli sapi untuk dipelihara yang kemudian 
dijual utuk diambil hasilnya. Dengan kata lain, pihak penggadai hanya bisa 
menikmati uang di muka sebagai dana pinjaman dan tidak bisa menikmati 
penuh hasil pemanfaatan tanah gadai tersebut. 
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Berbeda dengan penerima gadai yang bisa menikmati hasil dari 
pemanfaatan tanah gadainya dengan maksimal.  Hal ini jelas merugikan pihak 
penggadai dan menguntungkan pihak penerima gadai tanah, dimana penggadai 
hanya mendapat sedikit dari hasil pemanfaatan tanha miliknya, dan yang lebih 
parah lagi dana yang dipinjam harus dikembalikan sesuai jumlah pada waktu 
akad tanpa ada pengurangan. Padahal seharusnya hutang penggadai dapat 
dilunasi melalui dari bagi hasil tanah tersebut.  
Perbedaan disini karena faktor kebiasaan sudah terbiasa di Desa tersebut 
dan ini menurut peneliti masuk ke dalam ranah dzalim. Sebab penggadai yang 
statusnya sebagai pemilik utama dalam sistem gadai tidak ikut menikmati hasil 
dengan maksimal dari tanah miliknya tersebut. Padahal Allah telah 
mengharamkan perbuatan dzalim sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi; 
ك  و ا روى عن هللاِ تبار  تعالى انَّهُ عن ابي ذ ر ِ ع ِن الَّنبِي صلى هللا عليه وسلم فْيم 
ع ْلتُهُ ب ْين كُْم  ج  ْمُت الظُّْلم  ع ل ى ن ْفِسي و  رَّ ًما ف َل  ت  ق ال  ي ا ِعب اِدْي اِن ِْي ح  رَّ ظ ال ُمْواُمح   
Artinya:“Dari Abu Dzar radhiallahu ‘anhu, dari Nabi shallallahu’alaihi 
wassalam bersabda tentang apa yang Beliau riwayatkan dari Allah subhanahu 
wata`ala bahwa Dia berfirman: Wahai hamba-Ku, Aku haramkan  dzalim atas 
diri-Ku. Dan Ku jadikan ia larangan bagimu, maka janganlah saling 
mendzalimi.”145 
 
Hanya saja kenyataannya, masyarakat Desa Tobai Barat sama sekali 
tidak memandang itu sebagai suatu masalah, sebab secara kebiasaan di Desa 
tersebut memang berjalan seperti itu. Artinya baik penggadai maupun penerima 
gadai sama-sama menjalani masa gadai dengan suka rela dan tidak 
menganggap sebagai suatu masalah. Maka sekalipun bentuk ketidak-adilan ini 
                                                             
145 Arie Syantoso, Parman Komarudin Dan Iman Setya Budi, “Tafsir Ekonomi Islam Atas Konsep 
Adil Dalam Transaksi Bisnis”, Al-Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi 
Syariah, Volume: IV, Nomor I (Juni, 2018), 30. 
 



































tidak ada unsur kesengajaan dari pelaku gadai,  namun yang jelas kebiasaan ini 
sudah bertentangan dengan ketentuan syariah yang  perlu diluruskan dan 
diperbaiki supaya praktik gadai tanah di Desa Tobai barat ini benar-benar 
sesuai dengan aturan syariah dan tentunya tidak ada lagi pihak yang merasa 
rugi dan dirugikan dalam pelaksanannya. 
Menurut peneliti ada dua faktor utama dalam ketidak-maksimalan sistem 
bagi hasil ini. Yang pertama karena faktor kebiasaan yang mendorong para 
pelaku menganggap bahwa manfaat barang jaminan dalam akad gadai 
sepenuhnya menjadi milik penerima gadai. Yang kedua karena faktor 
ketidaktahuan tentang prosedur dan sistem gadai yang sesuai dengan rambu-
rambu syariah. Faktor yang kedua ini terjadi karena banyak alasan, diantaranya 
adalah karena kurang sentuhan ilmu-ilmu agama atau kurangnya perhatian dari 
orang-orang yang mengerti ilmu agama sehingga para pelaku gadai 
mempraktikkan gadai sesuai pemahaman dan pengetahuannya sendiri. Hanya 
saja penulis menganggap kesalahan tersebut tidak ada unsur kedhaliman yang 
disengaja, hanya saja unsur kebiasaan yang tidak tersebut yang harus dirubah 
agar sistem bagi hasil dalam gadai tanah ini bisa dibagi dengan penggadai dan 
penggadai bisa menikmati hasil dari pemanfaatan tanah gadainya. 
Dengan melihat kenyataan di atas, peneliti menganggap bahwa praktik 
gadai yang dilakukan oleh pelaku di Desa Tobai Barat tidak sejalan dengan 
prinsip syariah, oleh karena itu menurut peneliti lebih baik melaksanakan akad 
sewa saja supaya penggadai tidak dirugikan lagi. Sebab dalam akad sewa pihak 
pemberi sewaan tidak mengembalikan dana yang diberikan oleh penyiwa, ini 
 



































berbeda dengan sitem akad gadai yang harus mengembalikan dana kepada 
pemberi pinjaman di awal. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh ulama 
syafi’iyah bahwa akad sewa itu adalah transaksi terhadap suatu manfaat yang 
dituju, tertentu, bersifat mubah, dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan 
tertentu.146Kecuali pelaku gadai tanah ini sudah benar-benar memahami 
tentang aturan-aturan yang berkaitan dengan ketentuan gadai itu sendiri, 
sehingga tujuan syariah melegalkan akad gadai ini bisa terbukti mampu 
memberikan jalan keluar tentunya dalam masalah perekonomian pelaku gadai 
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XIV, No.1 (Juni, 2018). 
 






































Setelah melalukan penelitian mendalam dan melalui pemaparan data-data 
dari penelitian yang berjudul “Pemanfaatan Barang Gadai Dalam Peningkatan 
Ekonomi Masyarakat” (Studi Kasus Gadai Tanah Di Desa Tobai Barat Kecamatan 
Sokobanah Kabupatn Sampang), maka penulis dapat menyimpulkan bahwa: 
1. Praktik akad gadai tanah (ghedih, sebutan masyarakat) yang dilakukan oleh 
pelaku di Desa Tobai Barat berawal dari pinjaman uang oleh pihak penggadai 
yang kemudian menyertakan tanahnya untuk dijadikan barang jaminan atas 
hutangnya. Tanah tersebut otomatis digarap atau dimanfaatkan oleh penerima 
gadai dengan tujuan tanah tersebut tidak menggaggur dan agar dapat 
menghasilkan uang. Akad gadai berakhir setelah pihak penggadai 
mengembalikan uang yang dipinjamnya. 
2. Pemanfaatan tanah gadai hanya ditanami jenis tanaman yang disesuaikan 
dengan setiap musimnya. Sehingga pemanfaatan tanah gadai dapat 
memberikan hasil yang diharapkan. Artinya tanah tersebut tidak pernah dibuat 
untuk digunakan hal-hal selain ditanami jenis tanaman di atas. 
3. Dampak dari pemanfaatan gadai tanah ini cukup membantu pendapatan pelaku 
gadai. Peningkatan ini mengacu pada pendapatan rata-rata setiap tahunnya. 
Dengan peningkatan ini dapat disimpulkan bahwa transaksi gadai tanah ini 
cukup mampu membantu perekonomian pelaku khususnya para penerima 
gadai. Hanya saja dampak peningkatan ekonomi ini masih bersifat subyektif. 
Dimana pihak penggadai kurang maksimal menerima hasil dari pemanfaatan 
 



































tanah gadai tersebut. Hal ini karena sistem bagi hasil yang tidak masimal. 
Faktor ketidaksamaan bagi hasil ini dipicu oleh dua penyebab, yaitu faktor 
kebiasaan dan faktor keridaktahuan sehingga masyarakat hanya menjalankan 
transaksi gadai sesuai pengetahuan masing-masing tanpa mengetahui prosedur 
dalam gadai itu sendiri. 
B. Saran 
Saran yang dapat peneliti berikan dalam penelitian ini  adalah sebagai 
berikut; 
anatara lain: 
1. diharapkan bagi pelaku gadai tanah agar mengetahui ketentuan-ketentuan 
gadai itu sendiri supaya tidak cacat dalam praktiknya. 
2. diharapkan kepada penerima gadai tanah agar dalam sistem bagi hasil 
pemanfaatan barang jaminan gadai tanah dibagi dengan rata sehingga tujuan 
peningkatan ekonomi dari pemanfaatan barang gadai bisa dinikmati 
bersama. 
3. diharapkan bagi para pelaku gadai tanah untuk menentukan masa 
berakhirnya akad gadai, sehingga tidak lalai menjalani akad tersebut. Di sisi 
lain, tanah yang dijadikan barang jaminan bisa dimanfaatkan oleh 
pemiliknya dan dana yang dipinjam bisa terlunasi. 
4. diharapkan kepada tokoh agama agar selalu memberikan arahan dan 
pemahaman tentang semua yang berkaitan dengan  akad gadai supaya dalam 
pelaksanaannya, masyarakat mampu menjalankan akad gadai sesuai dengan 
tuntunan syariah, dan 
 



































5. diharapkan kepada pemerintah agar bisa turun tangan untuk membentuk 
wadah atau lembaga khusus yang menangani sistem gadai di Desa Tobai 
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